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ABSTRAK 

 

BPJS:badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program 

Jaminan sosial. Fenomena yang menarik adanya respon beberapa organisasi besar 

Islam Indonesia dalam menyikapi masalah BPJS Kesehatan tersebut, yaitu 

diantaranya Menurut keputusan Muktamar NU ke-33 pada tanggal 4 Agustus 2015 

tentang hukum BPJS kesehatan bahwa BPJS sesuai dengan syariat Islam dan 

masuk dalam aqad ta‘awun. Dan adapun menurut keputusan ijtima‟ Ulama Komisi 

Fatwa se-Indonesia V MUI pada tanggal 7-10 Juni 2015 telah diputuskan bahwa 

hukum BPJS Kesehatan terutama yang terkait dengan akad tidak sesuai dengan 

prinsip syariah mengandung unsur gharar, maisir dan riba. Berdasarkan latar 

belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana Fatwa Nahdlatul Ulama 

dan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum BPJS Kesehatan dan 

bagaimana perbandingan metode istinbat dan dasar hukum NU dan MUI dalam 

menghukumi BPJS Kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian 

kepustakaan bersifat kualitatif deskriptif analisis, yakni dengan menggambarkan 

masalah, mengumpulkan, menyusun dan menyeleksi data lalu, data-data yang 

terkumpul dianalisis dan diinterpretasikan. Berdasarkan analisis yang dilakukan 

maka dapat disimpulkan bahwa Fatwa DSN-MUI dalam menetapkan hukum BPJS 

Kesehatan yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiyah Cikura Tega 

lJawa Tengah 7-10 Juni 2015 telah diputuskan bahwa hukum BPJS Kesehatan 

adalah belum sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur gharar, 

maisir dan riba. Sedangkan Fatwa LBM-NU dalam menetapkan hukum BPJS 

Kesehatan adalah melalui lembaga fatwanya yang kita kenal dengan Lajnah 

Bahtsul Masail memberikan fatwa tentang asuransi BPJS Kesehatan. Adapun 

keputusan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang Jawa Timur 4 Agustus 

2015 yang memutuskan bahwa hukum BPJS Kesehatan adalah boleh karena BPJS 

sesuai dengan syariat Islam dan masuk dalam aqad ta‘awun. Sedangkan 

Perbandingan metode istinbat dan dasar hukum Nahdlatul Ulama dan Majelis 

Ulama Indonesia dalam menghukumi BPJS Kesehatan. Persamaannya BPJS 

Kesehatan yaitu dalil al-Qur‘an (QS. Al-Maidah ayat 2 tentang tolong menolong), 

serta persamaan persepsi mengenai konsep ta‘awun yang ada pada BPJS 

Kesehatan, sedangkan perbedaan dari dua keputusan tersebut yaitu pada rujukan 

hadits (LBM-NU rujukannya hadits tentang tolong menolong sedangkan DSN-

MUI rujukan haditsnya tentang pengharaman Riba), metode istinbat hukum yang 

digunakan (LBM-NU menggunakan metode Qauly, Ilhaqi, dan Manhaji sedangkan 

DSN-MUI menggunakan metode yang bersumber dari 5 sumber hukum yaitu, Al-

Qur‘an, Hadits, Ijma‘, Qiyas, isithsan). 

Kata Kunci : Akad, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, BPJS Kesehatan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah 

dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada 

Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan 

Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.  

1. Konsonan 

Huruf Nama 
Penulisan 

Huruf Kapital Huruf Kecil 

 Alif Tidak dilambangkan ا

 Ba B B ة

 Ta T T د

 Tsa Ts Ts س

 Jim J J ج

 Ha Ḥ ḥ ح

 Kha Kh Kh خ

 Dal D D د

 Dzal Dz Dz ذ

 Ra R R ر

 Zai Z Z ز

 Sin S S س

 Syin Sy Sy ط

 Shad Sh Sh ص

 Dhad Dl Dl ض

 Tha Th Th ط

 Zha Zh Zh ظ

 ‗ ‗ Ain‗ ع

 Ghain Gh Gh غ

 Fa F F ف

 Qaf Q Q ق

 Kaf K K ن

 Lam L L ل

 Mim M M و

ٌ Nun N N 

ٔ Waw W W 

ْ Ha H H 
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 ` ` Hamzah ء

٘ Ya Y Y 

2. Vokal  

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa arab 

terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap 

(diftong). 

a. Vokal Tunggal dilambangkan dengan harakat. 

Contoh: 

Tanda Nama Latin Contoh 

ٍْ  Fathah A اَ   يَ

ٍْ  Kasrah I اِ   يِ

 زُفِعَ  Dhammah U اُ 

b. Vokal Rangkap dilambangkan dengan gabungan antara 

harakat dan  huruf. Contoh: 

Tanda Nama Latin Contoh 

ًَٙ Fathah dan ya Ai  َْٛف  كَ

 ْٕ لَ  Fathah dan waw Au رَ ْٕ  حَ

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan 

simbol (tanda). Contoh:  

Tand

a 

Nama Latin Contoh Ditulis 

 يب /

 يٗ

Fathah dan alif 

atau fathah 

dan alif yang 

menggunakan 

huruf ya 

Ā/ā يَبد/  

 زَيَٗ

Māta/Ram

ā 

ْٛمَ  Kasrah dan ya Ī/ī ىٙ  Qīla لِ

 ْٕ  Dhammah dan يُ

waw 

Ū/ū  ُد ْٕ ًُ َٚ Yamūtu 

4. Ta’ Marbuthah  

Transliterasi untuk Ta‘ Marbuthah dijelaskan sebagai berikut: 

a.Ta‘ Marbuthah hidup atau yang berharakat fathah, kasroh dan 

dhammah, maka transliterasinya adalah ṯ. 
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b. Ta' Marbuthah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

maka transliterasinya adalah h. 

 Kata yang diakhiri Ta Marbuthah diikuti oleh kata sandang al 

serta bacaan kedua tersebut terpisah, maka Ta Marbuthah itu 

ditransliterasikan dengan h. 

 Contoh:   

بلِ فَ طْ الَْ  خُ ضَ ْٔ زَ   = Raudlatul athfāl 

حُ زَ َٕ َُ ًُ انْ  خُ َُ ْٚ دِ ًَ نْ اَ   = al-Madīnah al-munawwarah 

َُِْٚٛخُ  دْزَصَخُ اندِّ  ًَ  Al-Madrasah ad-Dīniyah = انَْ

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan 

penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:  

بَُ ث  زَ   = Rabbanā 

لَ ز  ََ   = Nazzala 

 

 Al-Birr = انَْجِس  

 Al-Hajj = انَْحَج  

 

6. Kata Sandang al  

a. Diikuti oleh Hurufas-Syamsiah, maka 

ditransliterasikan dengan bunyinya dengan huruf 

[I] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 

mengikutinya. Contoh:    

 

ِّٛدُ   As-Sayyidu = انَض 

جُمُ   Ar-Rajulu = انَس 

 

اةُ   ٕ  At-Tawwabu = انَز 

شُ  ًْ  As-Syams = انَش 

 

b. Diikuti oleh Hurufal-Qamariyah, maka 

ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan 

bunyinya. 

Contoh: 

 Al-Jalāl = انَْجَلَالُ 

 Al-Kitāb = انَْكِزبَةُ 

ْٚعُ   Al-Badi‟ū = انَْجَدِ

 Al-Qamaru = يَسُ zانَْكَ 



  

Catatan: Kata sandang ditulis secara terpisah dari 

kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (), 

baik diikuti huruf as-Syamsiyah maupun al-

Qamariyah. 

7. Hamzah  

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal 

ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah 

dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah 

tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa 

alif. 

Contoh: 

ٌَ ْٔ رُ خُ أْ رَ   = Ta `khuzūna 

اءُ دَ َٓ انش    = As-Syuhadā` 

 

دُ سْ يِ أُ   = Umirtu  

بَٓ ثِ  دِ أْ فَ   = Fa`tī bihā 

8. Penulisan Kata 

Setiap kata, baik fi'il, isim  maupun huruf pada dasarnya 

ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata di dalamnya ada 

harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka 

transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata 

setelahnya.  

Contoh: 

Arab Semestinya Cara Transliterasi 

ْٛمَ  فُٕا انْكَ ْٔ أَ َٔ  Wa aufū al-kaila Wa auful-kaila 

 ِ
لّلٰ  Wa lillāhi „alā al-nās Wa lillāhi „alannās  لَهَٗ انُ بسِ َٔ

 ْٙ َٚدْزُسُ فِ

دْزَصَخِ  ًَ  انْ

Yadrusu fī al-

madrasah 

Yadrusu fil-

madrasah 

 

9. Huruf Kapital  

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku 

dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital 

ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan nama 

tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului 
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kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf kapital 

adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh:  

Kedudukan Arab Tranliterasi 

Awal kalimat  َلَسَف ٍْ يَ

 َفَْضَُّ 

Man „arafa nafsahu 

Nama diri   ِدٌ ال  ً يَب يُحَ َٔ

لُ  ْٕ  زَصُ

Wa māMuhammadun 

illā rasūl 

Nama tempat  َُُْٚخ دِ ًَ ٍَ انْ يِ

زَحُ   ٕ َُ ًُ  انْ

Minal-Madīnaṯil-

Munawwarah 

Nama bulan  ِْٓس انَِٗ شَ

 ٌَ  زَيَضَب

Ilā syahri Ramadāna 

Nama diri didahului 

al 

 Zahaba as-Syāfi‟ī ذََْتَ انش بفِعِٗ

Nama tempat 

didahului al 

ٍَ زَجَ  عَ يِ

خَ  ك  ًَ  انْ

Raja‟a min al-Makkah 

 

10. Penulisan Kata Allah 

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila 

kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf 

kapital.  

Contoh: 

 ُ
اّللٰ َٔ  = Wallāhu   ِ

ْٙ اّللٰ  Fillāhi = فِ

 ِ
ٍَ اّللٰ ِ   Minallāhi = يِ

 Lillāhi = لِلّٰ
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pelayanan kesehatan dalam Islam dibangun atas 

paradigma, bahwa kesehatan merupakan kebutuhan 

pokok publik, pelayanan kesehatan menjadi hak setiap 

individu rakyat sesuai kebutuhan layanan kesehatan yang 

diperlukan tanpa memandang tingkat ekonomi dan status 

sosialnya siapapun dia, miskin-kaya, rakyat-penguasa, 

muslim dan non muslim.
1
 Hak tingkat hidup yang 

memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan 

keluarganya merupakan hak asasi manusia dan diakui 

oleh segenap bangsa-bangsa dunia, termasuk di 

Indonesia.
2
 

Pada setiap masyarakat ada sebuah hukum 

universal bahwa keadialan merupakan sifat yang harus 

melekat pada setiap pemeintahan jika ingin kekuasaanya 

terus berlanjut. Setiap pemerintahan akan selalu 

mendapatkan tuntutan untuk mampu menjadi representasi 

kepentingan segenap rakyatnya. Oleh karena itu, setiap 

pemerintahan harus mampu menerapkan sistem 

pengaturan masyarakat yang menganut prinsip 

keadilan. 

                                                             
1Jucky Nirwan, Penerapan Kebijakan Sistem Dan Akad Pada 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Perspektif 

Ekonomi Islam Cabang Palangka Raya, Skripsi, (Palangka Raya: 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agma Islam Negeri), 

2017, 1. 
2Kardi fidmatan, Analis Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

Terhadap Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Skripsi, 

(Makasar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Alauddin), 2016, 1. 
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Dalam hal ini, ada satu kaidah hukum Islam 

yang sangat penting tentang tata hubungan antara 

penguasa dan rakyat. Kaidah tersebut adalah 

―tasarruf al-imam „alar ra‟iyyah manut un al-

maslahah” (tindakan pemerintah terhadap rakyatnya 

harus mengacu kepada kemaslahatan). Ini artinya 

pemerintah boleh melakukan berbaga kebijakan 

untuk mengatur rakyatnya sepanjang hal itu 

dilakukan atas dasar alasan kemaslahatan.
3
 

Jaminan sosial merupakan sistem proteksi 

yang diberikan kepada setiap warga negara untuk 

mencegah hal-hal yang tidak dapat diprediksikan 

karena adanya risiko-risiko sosial ekonomi yang 

dapat menimbulkan hilangnya pekerjaan maupun 

mengancam kesehatan. Oleh karena itu, jaminan 

sosial hadir sebagai salah satu pilar kesejahteraan 

yang bersifat operasional
4
. Oleh karena itu 

pemerintah sebagai pengemban amanah rakyat 

bertangung jawab penuh atas kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat. 

Jaminan keselamatan merupakan salah satu 

pengaruh terhadap hadirnya BPJS Kesehatan. Baik 

dari segi perorangan, keluarga, serta anak-anak yang 

                                                             
3A.Malik Madaniy, Politik Berpayung Fiqh (Yogyakarta: 

Pustaka Pesantren, 2010),  73-75. 
4Kardi fidmatan, Analis Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

Terhadap Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Skripsi, 

(Makasar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Alauddin), 2016,  4. 
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masih dalam jangkauan perhatian khususnya menjadi 

cikal bakal di masa depannya yang harus 

dipersiapkan sejak dini. Dalam hal kecelakaan serta 

sakit pun sangat berpotensi terjadi dalam kehidupan 

manusia sehari-hari.
5
 

BPJS Kesehatan sendiri adalah badan hukum 

yang dibentuk untuk menyelenggarakan program 

jaminan kesehatan.
6
 Jaminan kesehatan sendiri 

adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar 

peserta memperoleh manfaat pemeliharaan 

kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi 

kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada 

setiap orang yang telah membayar iuran atau 

iurannya dibayar pemerintah.
7
 

Jauh sebelumnya, Islam telah lebih dahulu 

memberikan perhatian lebih terhadap jaminan sosial 

ini, dimana konsep dan prinsip-prinsip akan jaminan 

sosial telah diterapkan pada masa Rosulullah SAW 

dan pada masa Khulafa Al-Rasyidin. Dalam Islam 

sendiri konsep tentang jaminan sosial ini merupakan 

bentuk implemntasi dari ayat-ayat Al-Quran agar 

                                                             
5Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, (Yogyakarta: 

Penerbit Pustaka Yustisia, 2011), 5. 
6 Kementrian Kesehatan RI, Buku Saku FAQ BPJS Kesehatan, 

(Jakarta: Kemenkes RI, 2013) 3. 
7 Kementrian Kesehatan RI, Buku Saku FAQ BPJS Kesehatan, 

(Jakarta: Kemenkes RI, 2013),  5. 
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saling tolong-menolong.
8
 Allah SWT berfirman 

dalam Q.S Al-Maidah ayat 2: 

ٍَ ءَا لَ ٚبَأَٚ ٓبَ ان رِٚ َٔ ْٓسَ انْحَسَاوَ  لَ انش  َٔ يَُُٕا لرَحُِه ٕا شَعَبئسَِ اللِ 

 ٍ ٌَ فضَْلاً يِّ ْٛذَ انْحَسَاوَ ٚجَْزغَُٕ ٍَ انْجَ ٛ ٜءََآيِّ َٔ لَ انْملَائَِدَ  َٔ  َٖ انْٓدَْ

 ٌُ لَ ٚجَْسِيَُ كُىْ شَُئَبَ َٔ إِذَا حَههَْزىُْ فبَصْطبَدُٔا  َٔ اَبً  َٕ زِضْ َٔ ىْ  ِٓ ثِّ ز 

وٍ أَ  ْٕ َُٕا لَهَٗ لَ َٔ رعََب َٔ ضْجِدِ انْحَسَاوِ أٌَ رعَْزدَُٔا  ًَ ٍِ انْ ٔكُىْ لَ ٌ صَد 

  ٌ ار مُٕا اللَ إِ َٔ  ٌِ ا َٔ انْعُدْ َٔ َُٕا لَهَٗ اْلِإثْىِ  َٔ لرَعََب َٔ  ٖ َٕ انز مْ َٔ انْجسِِّ 

             (.                     5/2 )انًبئدح:  اللَ شَدِٚدُ انْعِمبَةِ 
Artinya: Wahai orang-orang beriman! Janganlah 

kamu melanggar syi‘ar-syi‘ar kesucian 

Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) 

bulan–bulan haram, jangan (menganggu) 

hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qolaid 

(hewan-hewan kurban yang telah diberi 

tanda), jangan (pula) mengganggu orang-

orang yang mengunjungi Baitulharam; 

mereka mencari karunia dan keridhaan 

Tuahnnya. Tetapi apabila kamu telah 

menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu 

berburu. Jangan sampai kebencian (mu) 

kepada suatu kaum karena mereka 

menghalang-halangimu dari Masjidilharam 

mendorongmu berbuat melampai batas 

(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah 

kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah 

                                                             
8Islahuddin Ramadhan Mubarak, Sulkifli Herman dan Rahmat 

Saputra,”Metode Istibat Dewan Syariah Islamiyah Dalam Menetapkan 

Hukum BPJS Kesehatan Mandiri”, Jurnal Bidang Hukum Islam, vol. 1 

No. 1 (2020), 62. 
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kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat 

siksa-Nya. 

"Syaikh Al-Sa‘id Rahimahullah mengatakan 

bahwa ―Al-Birr‖ yang dimaksud dari ayat tersebut 

adalah sebuah nama yang mencangkup segala yang 

Allah cintai dan ridhai, berupa perbuatan-perbuatan 

yang zahir maupun yang batin, yang berhubungan 

dengan Allah SWT atau hak sesama manusia.
9
 

Dalam sebuah hadits Nabi SAW bersabda : 

 ِّٙ ٍِ انُ جِ ُُّْ لَ َٙ اللُ لَ ْٚسَحزََضِ ْٙ ْسَُ ٍْ أثِ صَه ىَ صَهَٗ الل ُ غَ َٔ  ِّ ْٛ لَهَ

ٍِ كُ  ٍْ يُؤْ يِ ٍْ َفَ شَ لَ ُُّْ لبَلَ يَ َْٛبَ، َفَ شَ اللُ لَ ٍْ كْسَةِ اند  سْيِ

ٍْ كُ  وِ انكُسْ ثخَ يِ ْٕ سَلَهَٗسَةِ َٚ ٍْ ٚضَ  يَ َٔ يُعْضِسٍ، ٚضَ سَاللُ  مِٛبَيَخِ، 

 ِّ ْٛ الخَِسَحِ، لَهَ َٔ َْٛبَ  ُ فِٙ  فِٙ اند  ب، صَزسََُِ الل  ًً ٍْ صَزسََ يَضْهِ يَ َٔ
ُ فِٙ الل  َٔ َٔ الخَِسَحِ،  َْٛبَ  ٌ  اند  ْٕ ٌَ انعَجْدُ فِٙ لَ ٌ انعَجْدِ يَب كَب ْٕ لَ

 ِّ  أخِٛ

Arinya: ―Barang siapa melepaskan satu kesusahan 

dunia dari seseorang mukmin, Allah akan 

melepaskan darinya satu kesusahan di hari 

kiamat. Barang siapa memudahkan orang 

yang kesulitan, Allah akan 

memudahkannya di dunia dan akhirat. 

Barang siapa menutupi aib seorang 

muslim, Allah akan menutupi aibnya di 

dunia dan akhirat, dan Allah akan 

                                                             
9 Islahuddin Ramadhan Mubarak, Sulkifli Herman dan Rahmat 

Saputra,” Metode Istibat Dewan Syariah Islamiyah Dalam 

Menetapkan Hukum BPJS Kesehatan Mandiri”, Jurnal Bidang Hukum 

Islam, vol. 1 No. 1 (2020), 62. 
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senantiasa molong seorang hamba, selama 

hamba tersebut menolong saudaranya.‖
10

 

(HR. Muslim). 

Dalam Islam, negara dituntut untuk menjaga 

kesejahteraan masyarakat lewat cara-cara yang 

dibolehkan syariat. Salah satu bentuk jaminan yang 

dibolehkan dalam Islam adalah akad tabbaru‟ atau 

tolong menolong yang banyak digunakan dalam 

praktek-praktek takafful atau asuransi syariah.
11

 

Dalam konteks pemberian fatwa keagamaan, 

di Indonesia terdapat organisasi keagamaan yang 

sudah lama memiliki integritas dalam pemberian 

fatwa, diantaranya adalah Majelis Ulama Indonesia 

melalui Komisi Fatwanya dan Nahdlatul Ulama 

dengan Lembaga Bahtsul Masailnya. Tujuan 

dibentuknya Komisi Fatwa dan Bahtsul Masail 

adalah untuk mengeluarkan fatwa-fatwa hukum 

Islam dari sumber hukum asalnya, terutama dalam 

menghadapi persoalan-persoalan yang timbul 

didalam Indonesia.
12

 

Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan 

agama yang sama-sama memiliki lembaga fatwa, 

baik NU maupun MUI sering kali beda dalam 

                                                             
10 Muslim bin Ḥajjaj al-Qusyairi al-Naisābūri, Ṣaḥīḥ Muslim, 

Juz 2, hlm 1242. 
11Nur Saniah, „‟Analis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap 

Akad Dalam Program BPJS Kesehatan‟‟ Jurnal Islamic Circel, Vol. 2 

NO. 1, (Juni 2021), 53. 
12Rohadi Abdul Fatah, Analisis Fatwa Keagamaan Dalam 

Fiqh Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,1991),41. 
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memutuskan sesuatu permasalahan. Hal tersebut 

disebabkan karena pemahaman masing-masing 

berkaitan dengan banyak faktor yang mungkin 

berbeda antar kedua organisasi tersebut. Salah satu 

bentuk nyata perbedaan tersebut adalah pada saat 

menetapkan status hukum BPJS Kesehatan dalam 

Islam.
13

 

Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 

soal BPJS Kesehatan ini dikeluarkan jauh sebelum 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan 

fatwa tentang BPJS Kesehatan yang tak sesuai 

syariat dan telah menuai polemik publik belakangan 

ini. Forum yang diikuti para kyai NU dari seluruh 

daerah di Indonesia ini menetapkan bahwa BPJS 

sudah sesuai dengan syariat Islam. Para kiai 

memandang akad yang digunakan BPJS Kesehatan 

sebagai akad ta„awun
14

. Sebagai lembaga yang 

sama-sama mempunyai otoritas dalam menjawab 

atau memberi fatwa terhadap persoalan-persoalan 

hukum Islam kontemporer hukum BPJS Kesehatan 

yang diputuskan oleh Komisi fatwa MUI dan 

Lembaga Bahsul Masail NU tentu sudah melalaui 

                                                             
13 Quraish Shihab, membumikan Al-Quran; Fungsi Dan Peran 

Wahyu Dalam Masyarakat, (Bandung: Mizan, 2013), 570. 
14 Khurotun ‗Ainiah, Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial(BPJS) Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Keputusan 

Bahs Al-masail Nahdhatul Ulama), (Purwokerto: IAIN, 2016), 9. 
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pertimbangan yang matang dari kedua lembaga 

tersebut.
15

 

Kedua lembaga fatwa tersebut memberikan 

status hukum yang berbeda terhadap BPJS 

Kesehatan. Komisi Fatwa MUI dalam forum Ijtimak 

Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V yang 

diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiyah, 

Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 7-10 Juni 

2015 dalam ketentuan hukum dan rekomendasi, 

MUI menyatakan bahwa penyelenggaraan jaminan 

sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait 

dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan 

prinsip syari‘ah, karena mengandung unsur gharar, 

maisir dan riba. MUI juga merekomendasikan agar 

pemerintah membentuk, menyelenggarakan, dan 

melakukan pelayanan   jaminan sosial berdasarkan 

prinsip syari‘ah dan melakukan pelayanan prima.
16

 

Dari penjelasan latar belakang di atas penulis 

tertarik permasalahan tersebut kedalam karya ilmiah 

yang berbentuk sebuah skripsi yang berjudul 

“Keabsahan Akad Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Menurut Fatwa Dewan Syariah 

                                                             
15 Mughni Labib,”BPJS Kesehatan dalam Perspektif Hukum 

Islam ( Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Nahdlatul 

Ulama)”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 16  No. 2, (Desember 2018) 143. 
16 Mughni Labib,” BPJS Kesehatan dalam Perspektif Hukum 

Islam ( Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Nahdlatul 

Ulama)”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 16  No. 2, (Desember 2018) 145-

146. 
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Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga 

Bahtsul Masa’il Nahdhatul Ulama” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

penyusun paparkan diatas, sehingga penyusun 

mengemukakan Rumusan Masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keabsahan akad BPJS menurut Fatwa 

DSN-MUI dan LBM-NU? 

2. Bagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul 

Masa‘il Nahdhatul Ulama dalam Menetapkan 

Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial? 

3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia dengan Lembaga Bahtsul Masa‘il 

Nahdhatul Ulama Tentang Keabsahan Akad 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial? 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka 

tujuan dari penulisan ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pendapat Fatwa Dewan 

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan 

Lembaga Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama 

dalam menetapkan status hukum Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial? 

b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan 

anatara kedua Fatwa Dewan Syariah Nasional-
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Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga 

Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama? 

2. Manfaat Penelitian  

Jika ditinjau dari Rumusan masalah dan tujuan 

penelitian maka selain itu juga harus ada dampak 

dari keduanya yakni kegunaan Adapun maksud 

Kegunaan Penelitian adalah: 

a. Manfaat penelitian secara teoritis 

1) Meberikan Kontribusi positif bagi 

pembaca pada umumnya dan mahasiswa 

UIN Raden fatah Palembang pada 

khususnya tentang penggunaan akad 

badan penyelenggara jaminan sosial 

2) Meberikan informasi tentang 

perbandingan Pendapat Fatwa Lembaga 

Dewan Syariah Nasional-Majelist Ulama 

Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masa‘il 

Nahdhatul Ulama 

b. Manfaat penelitian secara praktis  

1) Dapat dijadikan bahan rujukan bagi 

peneliti yang ingin meneliti tentang 

Keabsahan akad Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial menurut Dewan Syariah 

Nasional MUI dan Bahtsul Masa‘il NU 

2) Menambah wawasan bagi penulis dan 

bagi pembaca mengenai pendapat Dewan 

Syariah Nasional MUI dan Bahtsul 

Masa'il NU tentang kabsahan akad badan 
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peneyelenggaran jaminan sosial bagi 

penulis dan bagi pembaca mengenai 

pendapat Dewan Syariah Nasional MUI 

dan Bahtsul Masa‘il NU tentang kabsahan 

akad badan peneyelenggaran jaminan 

sosial 

D. Penelitian Terdahulu 

Demi mendukung lancarnya penelitian ini, 

peneliti mencari refrensi yang memuat informasi 

tentang keabsahan badan penyelenggaraan jaminan 

sosial dalam fatwa dan baik berupa kitab-kitab fikih 

maupun skripsi yang telah ada.  

Beberapa pendahuluan telah dilakukan 

mengenai status hukum badan penyelenggara 

jaminan sosial ini. Seperti pada skripsi yang berjudul 

Persyaratan Sepihak Dalam Proses Kepesertaan 

Badan Penyelenggara Jamianan Sosial Perspektif 

Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah 

Kota Batu karya Serly Putri Wahyuana mahasiswa 

fakultas Syari‘ah UIN Maulana Malik Ibrahim ini 

tidak jauh berbeda pokok pembahasanya dengan 

penelitian ini. Namun perbedaanya adalah perspektif 

yang digunakan dalam penelitian in adalah 

perspektif Tokoh Nahdlatul dan Muhammadiyah. 

Kedua, adalah skripsi yang berjudul 

“Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

Terhadap Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan” karya Kardi Fidmatan mahasiswa 
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Perbandingan Mazhab fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Alauddin Makasar. Dalam penelitian tersebut, 

masih membahas tentang analisis fatwa Majelis 

Ulama Indonesia tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial. 

Ketiga adalah skripsi berjudul “Badan 

Penyelenggara Jamianan Sosial; (BPJS) Dalam 

Perspektif Hukum Islam (Analisis Keputusan 

Bahtsul Al-Masa’il Nahdlatul Ulama)) karya 

Khurotun ‗Ainiah Fakultas Syari‘ah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Purwokerto ini membahas 

tentang analisis keputusan Bahstul Al_masa‘il 

Nahdlatul Ulama Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial dalam perspektif Hukum Islam. 

E. Metodelogi Penelitian  

Metodelogi penelitian ialah tata cara 

bagaimana melakukan penelitian.
17

 Metode 

penelitian pada intinya cara ilmiah untuk 

menemukan data dengan kegunaan dan tujuan 

tertentu.
18

 Metodelogi Penelitian merupakan suatu 

cara yang digunakan untuk meneliti suatu 

permasalahan yang hasilnya dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah, yang dilakukan dengan 

kehati–hatian, sistematis, terorganisir, valid dan 

                                                             
17 Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian 

Hukum Normatif dan Empiris (Depok: Prenada Media Group. 2016), 

2. 
18 Zainuddin Ali, Metode Pendekatan Hukum, (Cet VII; 

Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 17. 
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verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu 

permasalahan dengan menggunakan teknik–teknik 

tertentu yang sudah terbukti keabsahannya sehingga 

dapat ditemukan jawaban–jawaban terhadap suatu 

masalah, fakta dan fenomena tertentu yang terdapat 

dalam bidang–bidang pengetahuan tertentu, dengan 

cara mengumpulkan, menganalisis dan 

menginterpretasi fakta, data dan keterangan, untuk 

membuktikan kebenaran teori atau membantah teori 

yang sudah ada atau menciptakan teori baru.
19

 Maka 

dalam penulisan skripsi ini dalam membahas 

masalah–masalah yang terkait dengan penyusunan 

atau penulisan skripsi ini dibutuhkan suatu penelitian 

yang berfungsi untuk memperoleh data yang 

berkaitan dengan masalah–masalah yang akan di 

bahas selanjutnya. Ada beberapa metode yang 

penulis gunakan antara lain 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan riset putaka (library 

research) pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pada 

penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum 

dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam 

peraturan perundang-undangan atau hukum di 

konsepkan sebagai kaidah atau norma yang 

merupakan patokan berprilaku manusia yang 

                                                             
19 Munir Fuady, Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan 

Konsep,  (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 1–2. 



14 
 

 

 

dianggap pantas.
20

kaitannya dengan penelitian 

ini, yang dimaksud dengan hukum yaitu hukum 

Islam (fiqh) yang bersumber dari al-Qur‘an dan 

al-Hadis yang kemudian di interpretasikan oleh 

para ulama‘ sehingga muncul beberapa pendapat 

dengan berbagai persamaan dan perbedaan. Yang 

menjadi objek penelitian pustaka ini adalah status 

hukum badan penyelenggara jaminan sosial serta 

melihat pendapat-pendapat para ulama dan 

melihat dalil-dalil yang digunakan dalam 

mengeluarkan argument dan fatwa dalam 

menyikapi permasalahan ini. 

Penelitian ini tergolong dalam bentuk 

penelitian studi kepustakaan yang bersifat 

kualitatif, yaitu penelitian yang menjadikan 

sumber bacaan berupa buku, jurnal dan sumber 

bacaan lain yang memuat hasil penelitian sebagai 

penunjang penelitian yang bersifat esensial. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat dari penelitian merupakan penelitian 

yang bersifat deskriptif analisis yang dimana 

data-data yang dipaparkan itu di interpretasikan 

lalu dianalisis atau yaitu penelitian yang mencoba 

memberikan dan menjelaskan gambaran 

mengenai sudut pandang atau perspektif dari 

                                                             
20 Amirudin, dan H.zainal Asikin, Pengantar Metode 

Penelitian Hukum , Jakarta. PT Raja Grfindo Persada, 2004, 

Cet.Pertama, 118. 
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hukum Islam dan (fiqh) yang bersumber dari al-

Qur‘an dan al-Hadis yang kemudian 

diinterpretasikan oleh para ulama‘ sehingga 

muncul beberapa pendapat dengan berbagai 

persamaan dan perbedaan. Yang menjadi objek 

penelitian pustaka ini adalah stasus hukum badan 

penyelenggara jaminan sosial serta melihat 

pendapat-pendapat para ulama dan melihat dalil-

dalil yang digunakan dalam mengeluarkan 

argument dan fatwa dalam menyikapi 

permasalahan ini. 

3. Sumber Data 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan Hukum Primer merupakan data-

data ataupun informasi yang terkait langsung 

dengan objek penelitian
21

 dan juga merupakan 

bahan penelitian utama yang data atau bahan 

hukumnya yang sifatnya mengikat secara 

normatif.
22

 Bahan hukumnya yaitu Al-Qur‘an 

dan Hadits, Fatwa dari Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) tentang BPJS dan Fatwa Lembaga 

Bahtsul Masa‘il Nahdhatul Ulama (LBM-NU) 

                                                             
21 Hardan, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, 

(Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 103. 
22Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Metode Riset Hukum : 

Pendekatan Teori dan Konsep, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 

2018. 157. 
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dan berupa website resmi dari kedua lembaga 

fatwa tersebut. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Data sekunder merupakan data-data 

pendukung
23

 dan data yang di luar objek yang 

sebenarnya atau data yang di peroleh peneliti 

dari sumber yang sudah ada berupa buku yang 

berisi tentang fatwa lembaga Bahtsul Masail 

NU.
24

 Serta hasil penelitian dalam bentuk 

karya ilmiah. Data yang di peroleh dari 

berbagai literatur yang berkaitan dengan 

pembahasan ini, seperti sumber data yang 

diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal dan 

literatur tentang badan penyelenggara jaminan 

sosial ini.  

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier Menjadi bahan 

Pelengkap pada penelitian ini yakni 

menyampaikan penjelasan akan bahan hukum 

primer dan sekunder, meliputi kamus, 

ensiklopedia, makalah maupun website yang 

berkenaan menyinggung judul skripsi yang 

hendak peneliti telaah. 

                                                             
23 Ismail Nurdin dan Sri Hartati, Metode Penelitian Sosial, 

(Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), 172. 
24 Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Metode Riset Hukum : 

Pendekatan Teori dan Konsep, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 

2018, hlm. 157. 
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4. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang hendak 

dipakai penulis untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan, penulis membaca sumber-sumber 

yang berkenaan dengan masalah yang diteliti 

untuk memperoleh informasi yang diperlukan. 

5. Metode Analisis data  

Analisis data ialah upaya atau cara untuk 

mengelolah data menjadi informasi, sehingga 

karakter dari data tersebut dapat dipahami dan 

juga memberikan manfaat untuk solusi 

permsalahan, terutama yang berhubungan dengan 

penelitian.
25

  

Dalam menganalisis data penulis memakai 

analisis deskriptif kualitatif, dengan teknik ini 

penulis berusaha mengumpulkan data, dan data 

yang terkumpul merupakan data kualitatif dan 

selanjutnya dianalis dengan metode dedukatif 

komperatif.
26

Metode Dedukatif merupakan 

metode yang pembahasannya diawali dengan 

sebuah pengetahuan yang bersifat umum dan 

menjadi titik tolak terhadap suatu yang akibatnya 

kemudian digunakan untuk membahas atau 

meneliti suatu kejadian yang nantinya akan 

ditarik pada pengetahuan khusus, sehingga dalam 

                                                             
25 Saifuddi Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1998), 91. 
26 Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodelogi Penelitian, 

(Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 99. 
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penyampaiannya dapat dipahami dengan mudah. 

Sedangkan metode komperatif adalah analisis 

komparatif, yaitu menganalisis pendapat dari 

kedua lembaga fatwa antara DSN MUI dan LBM 

NU tentang hukum dari badan penyelenggara 

jaminan sosial. Kemudian membandingkan antara 

keduanya sehingga dapat menemukan persamaan 

dan perbedaan untuk dijadikan kesimpulan yang 

akurat.
27

 

F. Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah pembaca dalam 

memahami skripsi ini dan untuk memberikan skema 

yang jelas secara rinci mengenai pokok pembahasan, 

maka penulis disini menyusun skripsi ini dalam 

beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab Pertama, adalah pembahasan pertama dalam 

skripsi ini yang diawali dengan pendahuluan, yang 

dimana pada Bab ini dimulai dengan prosedur 

standar ilmiah yaitu Pendahuluan yang meliputi latar 

belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodelogi 

penelitian, dan sistematika penulisan, yang 

selanjutnya dalam bagian bab ini penulis beri judul 

pendahuluan. 

                                                             
27Suharmi, arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan,  

Praktek , Jakarta, AdiMahasty, Cet ke-12, 236. 
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Bab Kedua, membahas tentang kajian teori hukum 

dari akad Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

Bab ketiga, membahas tentang sejarah, metode 

istinbath yang digunakan, dan pendapat Fatwa 

Dewan Syariah Nasional MUI dan Fatwa Bahtsul 

Masa‘il NU tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS). 

Bab keempat, Pada bagian bab keempat ini 

merupakan bab terakhir dalam penulisan ini yakni 

yang dimana pada bagian bab ini penulis menulis 

bagian yang berisikan kesimpulan mengenai 

masalah–masalah yang ada pada penulisan ini dan 

dapat di pahami maupun dapat di mengerti mengenai 

hal–hal atau poin–poin masalah yang penting dalam 

skripsi ini, maka penulis pada bagian bab keempat 

ini memberikan hasil kesimpulannya dan juga 

berupa saran, yang kemudian dalam bab ini penulis 

memberi judul penutup. 



20 
 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD DAN BPJS 

KESEHATAN 

A. AKAD  

1. Pengertian Akad 

Lafal akad berasal dari bahasa Arab al-

„aqd yang berarti perikatan, perjanjian, dan 

pemufakatan al-ittifad. Secara terminologi fiqih 

akad didefinisikan dengan ‗pertalian ijab 

(pernyataan melakukan ikatan) dan qabul 

(pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan 

kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek 

perikatan.
28

 Kata ―akad‖ (Arab: انعمد = perikatan, 

perjanjian dan pemufakatan).  

Menurut terminologi fiqih kata ―akad‖ 

diartikan sebagai pertalian  ijab, yaitu pernyataan 

melakukan ikatan dan qabul yang berarti 

pernyataan penerima ikatan yang sesuai dengan 

kehendak syari'at dan berpengaruh pada suatu 

perikatan. Sesuai dengan kehendak syari'ah, 

seluruh perikatan yang dilakukan pihak-pihak 

yang terkait dianggap sah apabila sejalan dengan 

syari'ah, sedangkan maksud dari berpengaruh 

pada suatu perikatan berarti terjadinya 

                                                             
28Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (life and 

general): Konsep dan Sistem Operasional, Jakarta, 2014, Gema Insani. 

38. 

20 
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perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada 

pihak lain. 

Persoalan akad adalah persoalan antar 

pihak yang sedang yang sedang menjalin ikatan. 

Untuk itu perlu diperhatikan dalam menjalankan 

akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban 

masing-masing pihak tanpa ada pihak yang 

terlanggar haknya. Di sinilah penting membuat 

batasan-batasan yang menjamin tidak 

terlanggarnya hak antar pihak yang sedang 

melaksanakan akad.
29

 

Akad berarti perjanjian karena pelaku 

akad saling berjanji untuk mematuhi dan 

melaksanakan apa-apa yang telah dibuat dan 

disepakati bersama. Dilihat dari niat (motif 

pelakunya) akad terdiri dari akad mu‟awadhat 

(bisnis) dan akad tabarru‟(kebajikan). Jenis-jenis 

akad pada BPJS Kesehatan yaitu secara umum 

akad yang dilakukan ketika mendaftar sebagai 

peserta BPJS Kesehatan adalah akad antara 

Peserta-Individu dengan Peserta Kolektif yang 

diwakili BPJS Kesehatan adalah hibah dalam 

rangka saling tolong menolong sesama peserta 

(ta‘awun). Artinya akad yang terjadi ketika 

mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS 

Kesehatan adalah akad antara seorang peserta 

                                                             
29 M. Yazid Afandi, M.Ag, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: 

Logung Pustaka, 2009) 33. 
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(peserta-individu) dengan seluruh peserta yang 

telah terdaftar sebelumnya (peserta-Kolektif) tang 

diwakili BPJS Kesehatan.
30

 

2. Rukun Akad  

Rukun akad adalah segala sesuatu yang 

mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau 

yang menempatitempat keduanya baik berupa 

perbuatan isyarat, atau lisan
31

. Para Jumhur 

Ulama sepakat menyatakan bahwa rukun akad itu 

antara lain ada tiga yaitu:  

a. ‗Aqid (orang yang melakukan akad) 

Ialah pelaku dari setiap transaksi. 

Namun, tidak semua orang layak untuk 

menyatakan suatu akad. Sebagian dari 

manusia ada yang sama sekali tidak layak 

melakukan semua akad, sebagian lagi ada 

yang layak untuk melakukan sebagian akad, 

dan sebagian lagi ada yang layak 

sepenuuhnya untuk melakukan akad.
32

 

Kelayakan dan kepatutan seseorang untuk 

melakukan akad tergantung kepada adanya 

kecakapan untuk melakukan akad, baik untuk 

dirinya sendiri maupun untuk mewakili diri 

                                                             
30Fitra Mulyawan dan Kiki Yulinda, „BPJS Menurut Hukum 

Islam ‟‟ Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol. 1 NO. 3, (November 2021), 7. 
31Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah (Jakarta: 

Amzah, 2015),114. 
32Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah (Jakarta: 

Amzah, 2015),115. 
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sendiri maupun untuk mewakili orang lain. 

Dengan demikian, ada dua hal sangat 

berkaitan dengan akid yaitu ahliyah 

(kecakapan) dan wilayah (kekuasaan)  

b. Ma‟qud ‗Alaih (Objek Akad) 

Ojek akad adalah segala sesuatu 

yang dijadikan sasaran dan tujuan akad. 

Jenisnya kadang-kadang benda yang 

bersifat Maliyah, seperti barang yang 

dijual, digadai, atau dihibahkan, dan 

adakalanya bukan Maliyah, seperti 

perempuan dalam akad nikah, dan 

adakalahnya berupa manfaat seperti benda 

yang disewakan. 

Para fuqaha mengemukakan ada 

beberapa syarat yang harus dipenuhi agar 

benda bisa dijadikan objek akad 

1) Benda tersebut harus ada pada saat 

dilakukakanya akad. 

2) Barang yang dijadikan objek akad 

harus sesuai dengan ketentuan syara. 

3) Barang yang dijadikan objek akad 

harus bisa diserahkan pada waktu 

akad. 

4) Barang yang dijadikan objek akad 

harus jelas diketahui oleh kedua belah 

pihak sehingga tidak menimbulkan 

perselisihan antara keduanya. 
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5) Barang yang dijadikan objek akad 

harus suci, tidak najis atau tidak 

mutanajis. 
33

 

c. Shighat (Ijab dan Qabul) 

Ijab adalah pernyataan yang 

disampaikan oleh orang yang akan 

memberikan hak kepemilikan meskipun 

persyaratan diucapkan dibelakang. 

Sedangkan  Qabul adalah pernyataan yang 

diucapkan oleh orang yang nantinya akan 

menjadi pemilik, walaupun pernyataan 

tersebut disampaikan pertama. 

Shighat akad adalah pernyataan 

yang timbul dari dua orang melakukan 

akad yang menunjukan kesungguhan 

kehendak batin keduanya untuk 

mengadakan akad.
34

 

3. Syarat-syarat Akad 

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya 

tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu 

keluar dari hakikat sesuatu yang lain itu. Secara 

global, syarat akad dilihat dari sumbernya terbagi 

menjadi dua bagian: 

a. Syarat Syar‟i, yaitu suatu syarat yang 

ditetapkan oleh syara‘ yang harus ada untuk 

                                                             
33 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah (Jakarta: Amzah, 

2015),129. 
34 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah (Jakarta: Amzah, 

2015),133. 
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bisa terwujudnya suatu akad. Seperti syarat 

ahliyah (kemampuan) dan pada si ‗aqid untuk 

keabsahan akad. 

b. Syarat Ja‟li, yaitu syarat yang ditetapkan oleh 

orang yang berakad sesuai dengan 

kehendaknya, untuk mewujudkan suatu 

maksud tertentu dari suatu akad. Syarat 

tersebut bisa berbarengan dengan akad, atau 

digantungkan (dikaitkan) dengan akad, seperti 

mengaitkan kafalah dengan talak. 

Syarat akad yang akan dibicarakan dalam 

topik ini ada empat macam, yaitu: 

a. Syarat In‟iqad (terjadinya akad) sesuatu yang 

disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan 

sesuatu akad dalam zatnya sah menurut 

syara‟. Apabila syarat tidak terwujud maka 

akad menjadi batal. Syarat ini ada dua macam 

antara lain: 

1) Syarat Umum, yaitu syarat yang harus 

dipenuhi dalam setiap akad. 

2) Syarat Khusus, yaitu syarat yang harus 

dipenuhi didalam sebagian akad.  

b. Syarat Keabsahan (Sah) akad adalah adalah 

syarat tambahan yang dapat mengabsahkan 

akad setelah syarat in‟iqad tersebut terpenuhi. 

Setelah rukun akad terpenuhi beserta 

persyaratannya yang menjadikan akad 
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terbentuk, maka akan sudah terwujud.
35

 Akan 

tetapi ia belum dipandang syah jika tidak 

memenuhi syarat-syarat tambahan yang 

terkait dengan rukun-rukun akad, yaitu: 

1) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan 

secara bebas. Maka jika pernyataan 

kehendak tersebut dilakukan dengan 

terpaksa, maka akad dianggap fasid. 

2) Penyerahan objek tidak menimbulkan 

madlarat (merugikan). 

3) Bebas dari gharar, adalah adanya tipuan 

yang dilakukan oleh parah pihak yang 

berakad. 

4) Bebas dari riba.
36

 

Empat syarat keabsahan tersebut akan 

menentukan syah tidaknya seebuah akad. 

Apabila sebuah akad tidak memenuhi empat 

syart tersebut, meskipun rukun dan syarat 

in‟inqad sudah terpenuhi, akad tidak syah 

dan disebut akad fasid.
37

 

c. Syarat Nafadz untuk kelangsungan akad ini 

diperlukan dua syarat, adanya kepemilikan 

                                                             
35 M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Logung 

Pustaka, 2009) 35. 
36 Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer (Depok: 

Rajawali Pers, 2018) 29. 
37 M. Yazid Afandi, M.Ag, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: 

Logung Pustaka, 2009) 36. 
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atau kekuasaan dan didalam objek akad tidak 

ada hak orang lain. 

d. Syarat Luzum pada dasarnya setiap akad itu 

sifatnya mengikat (lazim). Untuk mengkiatnya 

(lazim-nya) suatu akad, seperti jual beli 

ijarah, disyaratkan tidak adanya kesempatan 

khiyar (pilahan), yang memungkinkan di-

fasakh-nya akad oleh salah satu pihak. 

Apabila dalam akad tersebut terdapat khiyar, 

seperti khiyar syarat, khiyar aib, khiyar ru‟yat, 

maka akad tersebut tidak mengikat (lazim) 

bagi orang yang mempunyai hak khiyar 

tesebut. Dalam kondisi seperti ini ia boleh 

membatalkan akad atau menerimanya. 

4. Macam-macam Akad 

Akad dapat dibagi menjadi beberapa 

bagian dengan meninjau dari beberapa segi. 

Peninjauan tersebut antara lain dari segi hukum 

dan sifatnya, dari segi watak dan adanya 

hubungan antara hukum dengan shighat-nya, dan 

dari segi maksud dan tujuannya. 

a. Ditinjau dari Segi Hukum dan Sifatnya 

Ditinjau dari segi hukum dan sifatnya 

akad, menurut jumhur ulama, terbagi menjadi 

dua bagian. 

1) Akad Shahih adalah suatu akad yang 

disyariatkan dengan asalnya dan sifatnya. 

Dari definisi tersebutdapat dipahami bahwa 
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akad yang shahih adalah suatu akad yang 

terpenuhi asal dan sifatnya. Yang dimaksud 

dengan asal daalam definisi tersebut adalah 

rukun, yakni ijab dan qabul, paar pihak 

yang melakukam akad, dan objeknya. 

Sedangkan yang dimaksud sifat adalah hal-

hal yang tidak termasuk rukun dan objek 

seperti syarat.  

2) Akad Ghair Shahih akad ghair shahih 

suatu akad yang salah satu unsurnya yang 

pokok atau syaratnya telah rusak (tidak 

terpenuhi. Dari definisi tersebut dapat 

dipahami nahwa akad ghair shahih adalah 

suatu akad yang rukun dan syaratnya tidak 

terpenuhi. 

b. Ditinjau dari segi tabi‟at atau hubungan hukum 

dengan shighat-nya 

Ditinjau dari segi tabi‟at atau hubungan 

hukum dengan shighat-nya terbagi menjadi 

dua bagian yaitu: 

1) Akad yang dapat dilaksanakan (Al-‗Aqdu 

Al-Munjaz) yang dimaksud dengan akad 

munjaz adalah suatu akad dengan 

menggunakan shighat yang tidak 

digantungkan dengan syarat dan tidak 

disandarkan kepada masa yang akan 

datang. 
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2) Akad disandarkan kepada masa mendatang 

(Al-‗Aqdu Al-Mudhaf li Al-Mustaqbal) 

yang dimaksud dengan akad yang 

disandarkan kepada masa mendatang 

adalah suatu akad yang menggunakan 

shighat dengan ijab yang disandarkan 

kepada masa depan, bukan masa sekarang. 

c. Ditinjau dari segi maksud dan tujuannya 

Ditinjau dari segi maksud dan tujuannya, akad 

dibagi menjadi tujuh bagian yaitu. 

1) Akad At-Tamlikat yaitu suatu akad yang 

dimaksud unruk memiliki suatu benda, 

baik jenisnya maupun manfaatnya  

2) Akad Isqathat yaitu suatu akad yang 

dimaksud untuk menggugurkan suatu hak, 

baik dengan pengganti maupun tanpa 

pengganti. 

3) Akad Ithlaqat yaitu pelepasan oleh 

seseorang kepada tangan orang lain dalam 

mengerjakan pekerjaan. 

4) At-Taqhidat yaitu suatu akad yang 

membatasi atau mencegah seseorang untuk 

melakukan tasarruf, seperti pemberhentian 

sebagai hakim atau pejabat, 

pemeberhentian sebagai wakil, dan 

pembatasan seseorang untuk melakukan 

tasarruf karena gila, boros, atau karena 

masih di bawah umur. 
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5) At-Tautsiqat, atau At-Ta‟minat atau ‗Uqut 

Adh-Dhaman yaitu suatu akad yang 

dimaksudkan untuk menanggung utang 

bagi pemiliknya, dan mengamankan orang 

yang memiliki piutang ats utangnya, yaitu 

akad kaffalah, hiwalah, dan rahn (gadai). 

6) Al-Isytirak yaitu suatu akad yang dimaksud 

untuk berkerja sama dalam pekerjaan dan 

keuntungan, seperti akad syirkah dengan 

jeniasnya, akad mudharabah, muzaraah, 

dan musaqah. 

7) Al-Hifzhu yaitu suatu akad yang dimaksud 

untuk menjaga dan memilihara harta bagi 

pemiliknya, seperti akad wadi‟ah 

(penitipan). 

B. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan 

Jaminan Sosial ialah salah satu bentuk 

perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat 

agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya 

yang layak. Terdapat beberapa jenis Jaminan Sosial. 

Antara lain Jaminan kesehatan, Jaminan kecelakaan 

kerja, Jaminan hari tua, Jaminan pensiun, dan 

Jaminan kematian.
38

 

                                                             
38 Kardi fidmatan, Analisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

Terhadap Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Skripsi, 

(Makasar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Alauddin), 2016, 13. 



31 
 

 

BPJS merupakan asuransi kesehatan yang 

secara umum didasarkan pada gagasan kerjasama 

diantara sekelompok orang yang membentuk 

lembaga, organisasi, atau ikatan profesi dengan 

kesepakatan setiap orang membayar sejumlah uang 

tahunan untuk digunakan sebgai dana berobat bagi 

anggota yang tertimpa sakit dengan prinsip tertentu. 

Asurasnsi adalah sikap ta‟awun yang telah diatur 

dengan sistem yang yang sangat rapi antara sejumlah 

besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi 

suatu peristiwa, jika sebagian mereka mengalami 

peristiwa tersebut maka semuanya saling tolong 

menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut 

dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan 

oleh masing-masing peserta, dengan pemberian 

(derma) mereka dapat menutupi kerugian-kerugian 

yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. 

Berdasarkan hal tersebut, asuransi adalah ta‟awun 

yang terpuji yaitu saling tolong menolong dalam 

berbuat kebajikan dan takwa, saling membantu 

antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya 

(malapetaka) yang mengancam mereka.
39

     

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

merupakan lembaga penyelenggara jaminan sosial 

sehingga dengan adanya jaminan sosisal, resiko 

                                                             
39 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and 

general): Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2004),28-29. 
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keuangan yang dihadapi seseorang, baik itu karena 

memasuki usia produktif, mengalami sakit, 

mengalami kecelakaan dan bahkan kematian, akan 

diambil ahli oleh lembaga yang menyelenggarakan 

jamianan Sosial Badan penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk 

untuk menyelnggarakan jaminan sosail  di Indonesia 

menurut Undang-Undang nomer 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS 

merupakan badan hukum nirbala  dan Undang-

Undang Nomer 24 Tahun 1011 yang berisi tentang 

BPJS dibagi menjadi 2 (dua), BPJS Kesehatan dan 

BPJS Ketenagakerjaan. BPJS bertanggung jawab 

langsung kepada presiden, BPJS berwenang 

menagih iuran, menetapkan dana, melakukakn 

pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan. 

Peserta dan pemberian kerja.
40

 

Secara operasional, pelaksanaan Jaminan 

Kesehatan Nasional dituangkan dalam Peraturan 

Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain: 

Peraturan Pemerintah N0.101 Tahun 2012 Tentang 

Penerimaan Bantuan Iuran (PBI); Peraturan 

Peresiden NO. 12 Tahun 2013 Tenatang Jaminan 

                                                             
40Fuzna Elsa Ulinuha, Kepuasaan Pasien BPJS Terhadap 

Pelayanan di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Permata Medika 

Semarang Tahun 2014, Eprint, NO. 01. (JUli.2014), 1.   
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Kesehatan; dan Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan 

Kesehatan Nasional).
41

  

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan 

menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial 

yang bersifat wajib dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhatn dasar kesehatan masyarakat yang layak 

diberikan kepada setiap orang yang membayar iuran 

atau iurannya dibayar pemerintah.
42

 

Dari dua badan tersebut pada dasarnya 

mengemban misi negara untuk memenuhi hak setiap 

orang atas jaminan sosial dengan menyenggarakan 

program jaminan yang bertujuan untuk memberi 

kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Mengingat peranan BPJS 

dalam menyelenggarakan program jaminan sosial 

dengan mencangkup seluruh penduduk Indonesia, 

maka Undang-Undang BPJS meberikan batasan 

funsgsi, tugas dan wewenang yang jelas ke[ada 

BPJS. Dengan demikan dapat diketahui secara pasti 

batas-batas tanggung jawabnya dan sekaligus dapat 

dijadikan sarana untuk mengukur kinerja kedua 

BPJS tersebut seacra transparan. 

                                                             
41 Filu Murwati Santoso Putri, Gambaran Model Penyelesaian 

Ketidakpuasan Pelayanan Kesehatan BPJS. Jurnal UMS, No. 01, (juni 

2014),6. 
42 Pasal 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Jaminan Kesehatan Nasional. 
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1. Fungsi BPJS 

Dalam Pasal 5 Ayat (2) UU No. 24 

Tahun 2011 disebutkan fungsi BPJS adalah: 

a. Berfungsi menyelenggarakan program 

jaminan kesehtan. 

b. Berfungsi menyelenggarakan program 

jaminan kecelekaan kerja, program jaminan 

kematian, program pension dan jaminan hari 

tua. 

2. Tugas BPJS  

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana 

tersebut diatas BPJS bertugas untuk: 

a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran 

peserta. 

b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari 

peserta dan pemberi kerja. 

c. Menerima bantuan iuran dari pemerintah. 

d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk 

kepentingan peserta. 

e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta 

program jaminan sosial. 

f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai 

pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan 

program jaminan sosial.
43

 

Dengan kata lain tugas BPJS meliputi 

pendaftaran kepesertaan dan pengelolaan data 

                                                             
43Passal 10 Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 
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kepesertaan, pemungutan, pengumpulan iuran 

termasuk menerima bantuan iuran dari 

Pemrintah, pengelolaan dana jaminan Sosial, 

pembayaran manfaat dan/atau mebiayai 

pelayanan kesehatan dan tugas penyampaian 

informasi dalam rangka sosialisasi program 

jaminan sosial dan keterbukaan informasi. 

3. Wewenang BPJS 

Dalam melaksanakan tugasnya 

sebagaimana dimaksud di atas BPJS berwenang: 

a. Menagih pembayaran Iuran  

b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk 

investasi jangka pendek dan jangka panjang 

dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, 

solvabilitas, kehatian-hatian keamanan dana, 

dan hasil memadai. 

c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan 

atas kepatuhan peserta dan pemberian kerja 

dalam memenuhi kewajibannya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan jaminan sosial nasional. 

d. Membjuat kesepakatan dengan fasilitas 

kesehatan mengenai besar pembayaran 

fasilitas kesehatan yang mengacu pada 

standar tarif yang ditetapkan oleh 

Pemerintah. 

e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja 

dengan fasilitas kesehatan. 
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f. Mengenakan sanksi administratif kepada 

peserta atau pemberian kerja yang tidak 

memenuhi kewajibannya. 

g. Melaporkan pemberian kerja kepada instansi 

yang berwenang mengenai ketidak 

patuhannya dalam membayar iuran atau 

dalam memenuhi kewajiban lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

h. Melakukakn kerjasama dengan pihak lain 

dalam rangka penyelenggaraan program 

jaminan sosial. 

Kewenangan menagih pembayaran Iuran 

dalam arti meminta pembayaran dalam hal 

terjadi penunggakan, kemacetan, kekurangan 

pembayaran, kewenangan melakukan 

pengawasan dan kewenangan mengenakan 

sanksi administratif yang diberikan kepada BPJS 

memperkuat kedudukan BPJS sebagai nadan 

hukum public. Sedangkan program jaminan 

kematian diselenggarakan secar nasional 

berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan 

tujuan untuk memberikan santunan kematian 

yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang 

meninggal dunia. 

4. Prinsip BPJS 

Prinsip dasar BPJS adalah sesuai dengan 

apa yang dirumsuskan oleh UU SJSN Pasal 19 
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Ayat 1 yaitu jamiann kesehatan yang 

diselenggarakan secara nasional berdasarkan 

prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. 

Maksud prinsip asuransi sosial adalah: 

a. Kegontongroyongan  

Ialah prinsip kebersamaan antara peserta 

dalam menanggung beban biaya Jaminan 

Sosial, yang diwujdukan dengan kewajiban 

setiap peserta membayar iuran sesuai dengan 

tingkat gaji, upah, atau penghasilannya. 

Tanpa terkecuali baik itu si kaya maupun 

miskin, yang sehat ataupun sakit, yang tua 

ataupun muda, serta yang beresiko tinggi 

maupun yang rendah.  

b. Nirlaba  

Ialah prinsip pengelolaan usaha yang 

mengutamakan hsail pengembangan dana 

untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya 

bagi seluruh peserta. 

c. Keterbukaan  

Ialah prinsip mempermudah akses informasi 

yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap 

peserta secara tranparan. 

d. Kehati-hatian44  

Ialah prinsip pengelolaan dana secara cermat, 

teliti, aman wajib, dan tertib. 

                                                             
44Pasal 19 Undang-Undang  No. 40 Tahun 2004 Tentang 

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional  
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e. Akuntabilitas  

Ialah prinsip pelaksanaan program dan 

pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

f. Portabilitas  

Ialah prinsip memberikan jaminan program 

yang berkelanjutan meskipun peserta 

berpindah pekerjaan atau tempat tinggal 

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

g. Kepesrtaan bersifat wajib  

Ialah prinsip yang menngharuskan seluruh 

penduduk menjadi peserta Jaminan Sosial, 

yang dilaksankan secara bertahap. 

h. Dana dan amanat 

Ialah bahwa iuran dan hasil 

pengembangannya merupakan dana titipan 

daro peserta untuk digunakan sebesar-

besarnya bagi kepentingan peserta Jaminan 

Sosial. Hasil pengelolaan dana jaminan 

kesehatan dipergunakan seluruhnya untuk 

pengembangan program dan untuk sebesar-

besarnya kepentingan pserta. 

Sedangkan prinsip ekuitas adalah 

kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai 

dengan kebutuhan medis yang terikat dengan 

besaran iuran yang dibayarkan. Kesamaan 

memperoleh pelayanan adalah kesamaan 
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jangkauan finalisasi ke pelayanan kesehatan 

yang merupakan bagian dari Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) dan masuk dalam program 

pemerintah pada tahun 2014.45 

5. Tujuan dan manfaat BPJS 

Tujuan serta manfaat dari jaminan kesehatan 

bagi masyarakat adalah: 

a. Memberikan kemudahan akses pelayanan 

kesehatan kepada peserta di seluruh jaringan 

fasilitas jaminan kesehatan masyrakat. 

b. Mendorong peningkatan pelayanan 

kesehatan yang terstandar bagi peserta, tidak 

berlebihan sehingga nantinya terkendali mutu 

dan biaya pelayanan kesehatan. 

c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan 

yang transparan dan akuntabel.46  

6. Dasar Hukum (Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial) 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 

40 Tahun 2002 Tentang Jamina Sosial 

Kesehatan 

                                                             
45 Petrus Bambang Sulistryo, Hubungan Kualitas Pelayanan 

Kesehatan dengan Tingkat Kepuasan BPJS Di Puskesmas Delanggu 

Kabupaten Klaten, Skripsi Fakultas Keperawatan STIKES Kusuma 

Husada, Surakarta, 2016. 32. 
46 Petrus Bambang Sulistryo, Hubungan Kualitas Pelayanan 

Kesehatan dengan Tingkat Kepuasan BPJS Di Puskesmas Delanggu 

Kabupaten Klaten, Skripsi Fakultas Keperawatan STIKES Kusuma 

Husada, Surakarta, 2016. 33. 
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b. Undang-Undang republic Indonesia Nomer 24 

Tahun 2011 Tentang Badan Penyelnggara 

Jaminan Sosial. 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomer 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan 

Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. 

d. Peraturan Peresiden Republik Indonesia 

Nomer 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan 

Kesehatan. 

e. Perbuhan Peraturan Peresiden Republik 

Indonesia Nomer 12 Tahun 2013 Tentang 

Jaminan Kesehatan Menjadi Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomer 19 Tahun 

2016 Tentang Jaminan Kesehatan. 

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomer 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

pengenaan sanksi administrative kepada 

pemberi pekerja selain penyelenggara negara 

dan setiap orang, selain pemberi kerja, 

pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam 

penyelenggaraan jaminan sosial. 

g. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Kesehatan Nomer 4 Tahun 2014 

tentang tata cara pendaftaran dan pembayaran 

peserta perorangan Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan. 

h. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945. 
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C. Sejarah BPJS Kesehatan 

Jaminan pemeliharaan kesehatan di 

Indonesai sebenarnya sudah ada sejak zaman 

kolonial Belanda. Dan oleh pemerintah Belanda, 

upaya untuk menjamin kebutuhan pelayanan 

kesehatan bagi masayarakat, khususnya pegagawai 

negeri sipil beserta keluarga, tetap dilanjutkan. Prof. 

G.A. Siswabessy, selakuk menteri Kesehatan yang 

menjababat pada saat itu mulai diterapkan di banyak 

negara maju dan tengah berkembang pesat. 

Pada saat itu kepesertaan baru mencangkup 

pegawai negeri sipil beserta anggota keluarganya 

saja. Namun Siwabessy yakin suatu hari nanti, 

klimaks dari pembangunan derajat kesehatan 

masyarakat Indonesia akan tercapai melalui suatu 

sistem yang dapat menjamin kesehatanseluruh warga 

bangsa ini.
47

 

Pada Tahun 1968, pemerintah menerbitkan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 1 Tahun 1968 

dengan membentuk Badan Penyelnggara Dana 

Kesehatan (BPDPK) yang mengatur pemeliharaan 

kesehatan bagi pegawai negara dan penerima 

pensiun beserta keluarganya. 

Selang beberapa waktu kemudian, 

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

                                                             
47 Humas, ―Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia‖,  

https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4 

diakses pada 22 Februari 2022. 

https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4
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Nomor 22 dan 23 Tahun 1984. BPDPK pun berubah 

status dari sebuah badan di lingkungan Departemen 

Kesehatan menjadi BUMN, yaitu PERUM 

HUSADA BHAKTI (PHB), yang melayani jaminan 

kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, veteran, 

perintis kemerdekaan, dan anggota keluarganya.
48

 

Pada tahun 1992, PHB berubah status 

menjadi PT Askes (Persero) melalui Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992. PT Askes 

(Persero) mulai menjangkau karyawan BUMN 

melalui program Askes Komersial. Pada Januari 

2005, PT Askes (Persero) dipercaya pemerintah 

untuk melaksanakan program jaminan kesehatan 

bagi masyarakat miskin (PJKMM) yang selanjutnya 

dikenal menjadi program Askeskin dengan sasaran 

peserta masyarakat miskin dan tidak mampu 

sebanyak 60 juta jiwa yang iurannya dibayarkan 

oleh Pemerintah Pusat. 

PT Askes (Persero) juga menciptakan 

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum 

(PJKMU), yang ditujukan bagi masyarakat yang 

belum tercover oleh Jamkesmas, Askes Sosial, 

maupun asuransi swasta. Hingga saat itu, ada lebih 

dari 200 kabupaten/kota atau 6,4 juta jiwa yang telah 

menjadi peserta PJKMU. PJKMU adalah jaminan 

                                                             
48 Humas, ―Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia‖,  

https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4 

diakses pada 22 Februari 2022. 

https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4
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Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang pengelolaannya 

diserahkan kepada PT Akses (Persero). 

Langkah menuju cakupan kesehatan semesta 

pun semakin nyata dengan resmi beroperasinya 

BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014, sebagai 

transformasi dari PT Askes (Persero). Hal ini 

berawal pada tahun 2004 saat pemerintah 

mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan 

kemudian pada tahun 2011 pemerintah menetapkan 

UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta 

menunjuk PT Askes (Persero) penyelenggara 

program jaminan sosial di bidang kesehatan, 

sehingga PT Askes (Persero) pun berubah menjadi 

BPJS Kesehatan. Melalui Program Jaminan 

Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-

KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, 

negara hadir di tengah kita untuk memastikan 

seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh 

jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan 

merata.
49

 

Banyaknya pengeluaran yang tidak terduga 

apabila seseorang terkena penyakit, apalagi 

tergolong penyakit berat yang menuntut stabilitasi 

                                                             
49 Humas, ―Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia‖,  

https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4 

diakses pada 22 Februari 2022. 

https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4
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yang rutin seperti hemoliadisa atau biaya operasi 

yang sangat tinggi. Hal ini berpengaruh pada 

penggunaan pendapatan seseorang dari pemenuhan 

kebutuhan hidup pada umumnya menjadi biaya 

perawatan dirumah sakit, obat-obatan, operasi, dan 

lain-lain. Hal ini tentu menyebabkan keseruan 

ekonomi bagi diri sendiri maupun keluarga. 

Sehingga munculah istilah ―SADIKIN‖, sakit dikit 

jadi miskin. Dapat disimpulkan bahwa kesehatan 

tidak bisa diganti dengan uang, dan tidak ada orang 

kaya dalm mengahadapi penyakit karena dalam 

sekejap kekayaan yang dimiliki seseorang dapat 

hilang untuk mengobati penyakit yang dideritanya. 

Begitu pula resiko kecelakaan dan kematian, 

suatu peristiwa yang tidak dapat kita harapkan 

namun mungkinsaja terjadi kapan saja dan dimana 

saja kecelakaan dapat menyebabkan merosotnya 

kesehatan, kecacatan ataupun kematian karenanya 

kita kehilangan pendapatan, baik sementara maupun 

permanen. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebradaan 

BPJS ditengah masyrakat sangat lah penting. 
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BAB III 

ANALIS PERBANDINGAN FATWA DEWAN SYARIAH 

NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) 

DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL 

ULAMA (LBM-NU) MENGENAI BPJS 

A. Hasil Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Lembaga 

Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU) tentang 

BPJS Kesehatan 

1. Hasil Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang 

BPJS Kesehatan 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.98/DSN-

MUI/XII/2015 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan 

Syariah menerangkan bahwa kesehatan adalah 

hak dasar setiap orang, dan semua warga negara 

berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi 

kesehatan termasuk menjalankan amanah UUD 

1945, maka Pemerintah baik di tingkat pusat 

maupun daerah telah melakukan upaya untuk 

meningkatkan kemudahan akses masyrakat pada 

fasilitas kesehatan.
50

 Di antaranya adalah dengan 

menerbitkan Undang-Undang Nomer 40 Tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

                                                             
50 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI, No: 98/DSN/MUI/XXI/2015. 
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Memperhatikan program termasuk modus 

transaksional yang dilakukan oleh BPJS 

Khususnya BPJS Kesehatan dari perspektif 

ekonomi Islam dan fiqh muamalah, dengan 

merujuk pada Keputusan Ijtimak Ulama Komisi 

Fatwa se Indonesia V tentang Pandungan 

Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan 

yang dilaksanakan di pondok Pesantren At-

Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah Pada 

tanggal 19-22 Sha‘ban 1436 H/ 7-10 Juni 2015 

M dan beberapa literatur, nampaknya bahwa 

secara umum program BPJS Kesehatan belum 

mencerminkan konsep ideal jaminan sosial 

dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari 

hubungan hukum ataua akad antar pihak. 

Dalam hal penyelenggara Jaminan Sosial 

oleh BPJS. MUI menetapkan beberapa hal 

seperti berikut: 

a. Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 

boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan 

yang dapat dalam fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) No. 98/DSN/MUI/XII/2015 tentang 

pedoman Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan Syariah. 

b. MUI mendorong pemerintah untuk 

membentuk, menyelenggarakan, dan 

melakukan pelayanan jaminan sosial 
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berdasarkan prinsip syariah dan melakukan 

pelayanan prima.
51

 

Dasar hukum yang digunakan dalam 

menetapkan fatwa tentang penyelenggaran 

jaminan sosial yang dikelola BPJS beberapa 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Al-Qur‘an 

1) Firman Allah dalam surat Al-Nisa‘ [4]: 

58: 

ْْهِٓبَ ٔا اْلأيََبَبَدِ إنَِٗ أَ ٌ  اللَ ٚأَيُْسُكُىْ أٌَ رؤَُد  . .  إِ

(.4/55.)  
Artinya: ―Sesungguhnya Allah menyuruh 

kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak 

menerimanya 

2) Firman Allah dalam surat Al-Ma‘idah 

[5]: 1: 

 ْٔ ٍَ ءَايَُُٕا أَ (.5/2 ح)نهًبئد. . .  فُٕا ثِبنْعُمُٕدِ ٚبَأَٚ ٓبَ ان رِٚ  

Arinya: ―hai orang-orang beriman! 

Tunaikanlah akad-akad itu….‖. 

(QS. Al-Ma‘idah [5]: 1). 

3) Firman Allah surat Al-Isra‘ [17]: 34: 

ٌَ يَضْؤُٔلً أ َ ْٓدَ كَب ٌ  انْعَ ْٓدِ إِ فُٕا ثِبنْعَ (.71/44)الإصساء: ) ْٔ . . . 

Artinya: Dan tunaikanlah janji-janji itu, 

sesungguhnya janji-janji   itu 

diminta pertanggungjawaban‖. 

(QS. Al-Isra‘ [17]: 34). 

                                                             
51 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI, No: 98/DSN/MUI/XXI/2015. 
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Dalilil-dalil Al-Qur‘an di atas 

menjelaskan kewajiban untuk menyampaikan 

amanat dan menepati janji, karena pada 

hakekatnya setiap janji akan dimintai 

pertanggungjawabanya oleh Allah SWT. 

Kemudian perintah untuk berinfak dijalan Allah 

dan peringatan dari bakhil dan kikir serta 

penjelasan bahwa ketaatan kepada Allah tidaklah 

hanya terbatas pada ibadah saja, tetapi 

mencangkup juga seluruh manhaj ilahi seperti 

meberikan harta kepada kerabat dan anak 

yatim.
52

 Semua itu menegaskan bahwa Islam itu 

ditunjukan untuk merealisasikan jaminan yang 

bersifat umum yang mencangkup seluruh 

individu umat Islam dan masyarakat sehingga 

mereka hidup di bawah naungan bendera 

kemuliaan Islam dalam keadaan aman, damai 

dan saling tolong satu sama lain. 

b. Al-Hadits 

1) Hadits Nabi SAW riwiyat Ibnu Majah 

dari ‗Ubadah bin Al-Shamit r.a., riwayat 

ahmad dari Ibnu ‗Abbas r.a., riwayat 

Malik dari bapaknya Yahya Al-Mazini 

r.a., dan riwayat Al-Hakim dan Al-Dar 

Al-Quthni dari Abu Sa‘id Al-Khudri r.a: 

                                                             
52 Keputusan Komisi B2 Masail Fiqiyyah Mu‘ashirah Ijtimak‘ 

Ulama Fatwa Se indonesiaa V Tahun 2015, 59. 
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 ٍْ ْٗ سَعِٛ عَ ٌْ انخُذْ أبَِ ٍِ سُِاَ  َٙ اللهُ  ذٍ سَعَذْ بْ  رِ ٘ رَ ضِ

ٌّ ُّ عَُْ  ْٕ : أَ سَهَىَ لاَلَ  رَ سُ َٔ  ِّ ْٛ : ٜ  لُ ا اللهِ صَهَٗ ا اللهُ حَهَ

َٔ ٜ ضِرَ ا رَ ، )ح ذٚث حسٍ زٔاِ ابٍ ياجت ضَرَ رَ 

ا، ٔرٔاًْانك فٙ ٔانذ ار لطُٕٛغٛرًْا يسُذ

انًٕطأيرسلا: عٍ عًرٔبٍ ٚحٙ عٍ أبّٛ عٍ انُبٙ 

صهٗ الله عهّٛ ٔسهى، فأسمظ أبا سعٛذ، ٔنّ طرق 

    ٚمٕ٘ بعضٓا بعضا(.
Artinya:―Tidak boleh 

membayangkan/merugikan 

orang lain dan tidak boleh 

(pula) membalas bahaya 

(kerugian yang timbulkan oleh 

orang lain) dengan bahaya 

(perubuatan yang 

merugikannya).‖
53

 

2) Hadits Nabi SAW riwiyat ‗Abd Al-Razaq 

dari Abu hurairah r.a. dan Abu Sa‘id Al-

Khudri r.a.: 

ٍْ ا سْتأَْ  ُّ يَ ًْ ْٛرً اً فهَْٛعُْهِ أَ جْرَُِ. جَرَ أَ جِ  

Artinya:―Barang siapa yang 

memperkerjakan pekerja, 

beritahulanlah upahnya.‖
54

 

3) Hadits Nabi SAW riwayat Ibnu Majah 

dari Ibnu Umar r.a., riwayat Al-Thabrami 

                                                             
53 Ibnu Rajjab al-Hanbali, Jami‟ al-Ulum wa al-Hukmi, Juz II, 

(t.tp: Muassisah al-Risalah, 2001), 207. 
54 Muhammad bin Ahmad bin Sahal al-Sarhasiy, Al-Mubsith, 

Juz 15, (t.tp: Dar al-ma‘rifah, 1989) 75. 
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dari jabir r.a., dan riwayat Al-Baihaqi 

dari Abu Hurairah r.a: 

َٚجِف    ٌْ ْٛرَ أجَْرَُِ لبَْمَ أَ االأ جِ ْٕ عَرَ لَُّ. أعَْطُ  

Artinya: ―Berikanlah upah pekerja 

sebelum keperingatnya 

kering.‖
55

 

4) Hadits Nabi SAW riwayat Al-Nasa‘i Abu 

Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu 

Hibban, Al-Thabrani dan Al-Hakum 

yang semuanya dari bapaknya ‗Amr Al-

Syuraid r.a.: 

ْٕ بتََ  َٔ عُمُ اجِذِ ٚحُِمُّ عِرْ ضَُّ  َٕ ُّٙ ان ُّ.نَ  

Artinya: ―Menunda-nunda (pembayaran) 

yang dilakukan oleh orang 

mampu menghalalkan harga 

diri dan pemberian sanksi 

kepadanya,‖ 
56

 

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 98/DSN-

MUI/XII/2015, memutuskan hal-hal sebagai 

berikut: 

Menetapkan : Fatwa Tentang Pedoman 

Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan Syari‘ah 

Pertama : Ketentuan Umum 

                                                             
55 Ali bin ‗Umar Daraqutni, Sunan al-Daraqutni, Juz 4, (Beirut: 

Dar al-mahasin lil-Tiba‘, 1980), 139. 
56 Imam Syaukani, Nailul Authar, Juz 5, (Riyadh: Bait Afkar 

al-Dauliyah, 2013) 479. 
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Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan: 

1. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk 

perlindungan sosial untuk menjamin seluruh 

rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar 

hidupnya yang layak; 

2. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan 

adalah cara penyelenggaraan perlindungan 

sosial di bidang keseahatan untuk menjamin 

seluruh rakyat agar dapat memenuhi 

kebutuhan dasar hidupnya yang layak di 

bidang kesehatan;  

3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

adalah badan hukum yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program jaminan sosial; 

4. BPJS Kesehatan adalah bdan hukum yang 

dibentuk untuk meyelenggarakan program 

jaminan sosial di bidang kesehatan; 

5. Peserta Individu adalah setiap orang yang 

membayar iuran, baik membayar sendiri, 

dibayangkan sebagian atau selruhnya oleh 

pemberi kerja, ataupun dibaarkan oleh 

Negara, guna mengikuti program jaminan 

sosial kesehatan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

6. Peserta Kolektif adalah keseluruhan Peserta 

Individu yang terhimpun dalam kumpulan 

peserta jaminan sosial kesehatan; 
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7. Pemberi Kerja adalah orang perorangan, 

pengusaha, badan, usaha, atau badan lainya 

yang mempekerjakan tenaga kerja atau 

penyelenggara negara yang memperkerjakan 

pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, 

atau imbalan dalam bentuk lainnya: 

8. Pekerja adalah setiap oramh yang bekerja 

dengan menerima gaji, upah, atau imbalan 

dalam bentuk lain; 

9. Dana Jaminan Sosial (DJS) adalah dana 

amanat milik Peserta-Kolektif yang 

merupakan himpunan iuran beserta hasil 

pengembangannya dan/atau berasal dari 

sumber lainya yang dikelola oleh BPJS 

Kesehatan untuk pembayaran manfaat bagi 

peserta-Individu dan biaya operasional 

penyelenggaraan jaminan program Jaminan 

Sosial Kesehatan;   

10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar 

secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, 

dan/atau Pemerintah; 

11. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar 

oleh pemerintah bagi fakir miskin dan orang 

tidak mampu sebagai Peserta Jaminan Sosial; 

12. Manfaat adalah faedah jamian sosial  yang 

menjadi hak peserta dan/atau anggota 

keluarganya; 
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13. Fasilitas Kesehatan (Faskes) adalah fasilitas 

pelayanan kesehatan yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya pelayanan 

kesehatan perorangan, baik promotif, 

preventif, kuratif maupun rehabilitative yang 

dilakukan Pemerintah atau masyarakat; 

14. Pemerintah adalah Pemerintahan Republik 

Indonesia sebgaimana dimaksud dalam 

Peraturan Perundang-undangan;  

15. Prinsip syari‘ah adalah ketentuan-ketentuan 

atau aturan yang terdapat dalam Fatwa DSN-

MUI; 

16. Akad hibah adalah pemberian sejumlah dana 

dari Peserta-Individu kepada Peserta-

Kolektif, dari Pemerintah kepada Penerima 

Bantuan Iuran (PBI), dan/atau dari 

Pemerintah kepada BPJS Kesehatan sebagai 

wakil Peserta kolektif untuk menanggulangi 

Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang 

bernilai negatif; 

17. Akad qardh adalah pinjaman dari BPJS 

Kesehatan Peserta Kolektif untuk 

menanggulangi kesulitan likuiditas Dana 

Jaminan Sosial Kesehatan atau pinjaman dari 

pemrintah kepada Peserta Kolektif untu 

menanggulangi kesulitan likuiditas Dana 

Jaminan Sosial Kesehatan apabila 
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pemerintah belum memiliki anggaran 

khusus; 

18. Akad mu‟awadhat adalah akad usaha antara 

BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta 

Kolektif dengan Pihak ketiga untuk 

mengembangkan Dana Jaminan Sosial 

Kesehatan; 

19. Akad Ijarah adalah akad antara BPJS 

Kesehatan sebagai wakil peserta Kolektif 

dengan Faskes untuk melakukan pelayanan 

kesehatan; 

20. Akad Wakalah atau Wakalah bi al-Ujrah 

adalah akad antara Peserta-Kolektif dengan 

BPJS Kesehatan untuk kegiatan adminitas 

dan kegiatan lainnya sesuai dengan prinsip-

prinsip syari‘ah; 

21. Akad Kafalah adalah akad antara BPJS 

Kesehatan dengan Peserta Kolektif untuk 

menanggulangi Dana Jaminan Sosial 

Kesehatan yang bernilai negatif. 

22. Zhulm adalah sesuatu yang mengandung 

unsur ketidakadilan, ketidakseimbangan, dan 

merugikan pihak lain; dan 

23. Lalai adalah meninggalkan perbuatan yang 

harusnya dilakukan (ifrat lita ‗addis, atau 

melakukan perbuatan yang seharusnya tidak 

dilakukan (tafrith litaqshir). 

Kedua : Ketentuan Hukum 
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Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan boleh 

dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang 

terdapat dalam fatwa ini. 

Ketiga : Ketentuan Akad dan Personalia 

Hukum 

1. Akad antara Peserta-Individu dengan 

Peserta-Kolektif yang diwakili BPJS 

Kesehatan adalah akad hibah dalam rangka 

saling menolong sesama peserta (ta‟awun); 

2. Akad antara Pemerintah dengan Peserta-

Kolektif sebagai Penerima Bantuan Iuran 

(PBI) adalah akad hibah, yang 

diserahterimahkan kepada BPJS Kesehatan 

sebagai wakil dari Peserta-Kolektif; 

3. Akad antara Peserta-Kolektif dengan BPJS 

Kesehatan adalah akad wakalah atau akad 

wakalah bil ujrah; 

4. Akad Wakalah atau akad wakalah bil ujrah 

sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat 

mencangkup pemberian kuasa untuk: 

a. Kegiatan administrasi; 

b. Pengelolaan resiko; 

c. Investasi/Pengembangan DJS; 

d. Pembayaran klaim (dari BPJS ke 

Faskes); dan 

e. Pemasaran (Promosi)/Sosialisasi; 

5. Akad antara BPJS Kesehatan dengan pihak 

lain dalam rangka pengembangan Dana 
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Jaminan Sosial Kesehatan adalah akad 

mu‘awadhat, baik dala jual-beli, ijarah, 

mspum akad yang berbasis bagi hasil; 

6. Akad anatara Pemerintah dengan BPJS 

Kesehatan sebagai Wakil Peserta Kolektif 

adalah akad hibah untuk menanggulangi 

Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang 

bernilai negatif; atau akad qard apabila 

pemerintah belum memiliki anggaran 

khusus; 

7. Akad antara BPJS Kesehatan dengan 

Peserta-Kolektif adalah akad kafalah atau 

akad qardh untuk menanggulangi Dana 

Jaminan Sosial Kesehatan yang bernilai 

negatif; 

8. Akad antara BPJS Kesehatan dengan 

Peserta-Kolektif adalah akad kafalah atau 

akad qardh untuk menanggulangi kesulitan 

likuiditas asset Dana Jaminan Sosial 

Kesehatan; 

9. Akad antara Pemerintah dengan BPJS 

Kesehatan sebagai wakil peserta-kolektif 

adalah kafalah atau qardh dalam hal BPJS 

Kesehatan tidak dapat meberikan talangan, 

atau dapat memberikan talangan namun tidak 

mencukupi untuk menanggulangi kesulitan 

likuiditas asat dan Dana Jaminan Kesehatan; 
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10. Akad BPJS Kesehatan dengan Faskes adalah 

akad Ijarah. 

Keempat : ketentuan umum Terkait Iuran 

dan Layanan 

1. BPJS Kesehatan gharus memberikan 

kemudahan bagi semua peserta BPJS di 

seluruh wilayah Indonesia untuk 

mendapatkan pelayanan yang baik sesuai 

dengan hak mereka; 

2. BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta-

Kolektif wajib memberikan informasi yang 

jelas kepada peserta Individu terkait jumlah 

iuran dan manfaat atau cakupan layanan 

fasilitas kesehatan yang ditanggung (jenis 

layanan, tingkat layanan, tenaga medis, 

penunjang diagnostik, obat, bentuk-bentuk 

terapi, dan biaya-biaya layanan kesehatan 

lainnya); 

3. BPJS Kesehatam sebagai wakil Peserta-

Kolektif wajib bertanggungjawab untuk 

mengupayakan agar besaran pembayaran 

imbalan dan membayarkanya kepada fasilitas 

layanan kesehatan (Faskes) melalui sistem 

yang adil dan transparan; 

4. BPJS Kesehatan wajib menunaikan 

kewajibannya dengan baik kepada Faskes 

sesuai perjanjian; 



58 
 

 

 

5. Faskes wajib memberikan layanan kesehatan 

kepada Peserta-Individu sesuai prinsip-

prinsip syariah serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku wajib menolong 

pasien dan dilarang menolak dan/atau 

mengabaikannya; 

6. Faskes/Rumah sakit wajib memberikan 

imbalan jasa yang berasal dari BPJS 

Kesehatan kepada dokter dan paramedik 

serta semua unsur di dalam Faskes sesuai 

dengan prinsip keadilan dan prinsip-prinsip 

syariah serta peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Kelima : Ketentuan terkait Dana Jaminan 

Sosial Bernilai Negatif 

1. Pemerintah wajib menghibahkan menutupi 

negatif DJS; 

2. Dalam hal Pemerintah belum memiliki 

alokasi anggaran untuk menanggulangi DJS 

bernilai negatif, pemerintah dapat 

menalanginya dengan akad qardh; dan 

3. Dalam hal pemerintah belum menghibahkan 

dana untuk mencukupi DJS yang bernilai 

negatif, maka BPJS Kesehatan wajib 

memberikan dana talangan kepada DJS 

dengan menggunakan akad qardh atau 

kafalah;  
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Keenam : Ketentuan terkait Kesulitan 

Likuiditas Aset Dana Jaminan 

Sosial 

1. BPJS Kesehatan dapat memberikan talangan 

berdasarkan akad kafalah atau qardh kepada 

asset DJS untuk menanggulangi kesulitan 

likuiditas; 

2. Dalam hal BPJS Kesehatan tidak dapat 

meberikan talangan, atau dapat meberikan 

talangan namun tidak mencukupi untuk 

menanggulangi kesulitan likuiditas asset Dan 

Jaminan Kesehatan, Pemerintah dapat 

memberikan talangan berdasarkan akad 

kafalah atau qardh; 

Ketujuh : Ketentuan terkait Penempatan dan 

Pengembangan DJS 

1. BPJS Kesehatan wajib memiliki rekening 

penampungan DJS pada bank syariah 

2. BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta-

Kolektif wajib melakukan pengelolaan 

portofolio DJS sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah 

3. BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta-

Kolektif tidak boleh mengembangkan DJS 

pada kegiatan usaha dan/atau transaksi 

keuangan yang bertentangan dengan prinsip-

prinsip syariah; dan  
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4. BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta-

Kolektif dalam upaya mengembangkan DJS 

harus menggunakan akad-akad yang sesuai 

prinsip-prinsip syari‘ah. 

Kedelapan : Ketentuan terkait Sanksi 

1. BPJS Kesehatan Sebagai boleh mengenakan 

saksi (ta‘zir) kepada Pemberi Kerja atau 

Pesrta-Individu dengan ketentuan berikut: 

a. Apabila pemberi Kerja atau Peserta-

Individu terlambat membayar iuran 

karena lalai, amak boleh dikenakan 

sanksi (ta‟zir); 

b. Apabila pemeberi kerja atau Peserta-

Individu terlambat mebayar iuran karena 

sebab yang benar menurut syariah dan 

hukum (missal karena kendala teknis 

operasional, kesulitan keuangan yang 

sangat atau karena ketidaktahuan), maka 

BPJS kesehatan tidak boleh mengenakan 

sanksi; 

c. Tingkatan berat atau ringannya saknksi 

(ta‟zir) dapat diberlakukan sepadan 

dengan jenis dan tingkatan 

pelanggarannya; dan  

d. Dana sanksi (ta‟zir) wajib diakumlasikan 

ke dalam Dana Jaminan Sosial 

2. BPJS Kesehatan boleh dikenakan saksi 

(ta‟zir) karena terlambat dalam pembayaran 
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imabalan kepada Faskes sesuai nilai syariah 

serta peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; dan  

3. Dana sanksi (ta‟zir) sebagaimana pada angka 

2 diatas wajib dipergunakan untuk Dana 

Sosial; 

Kesembilan : Penyelesaian Perselisihan 

Penyelesaian sengketa di antara para pihak 

dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. 

Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, 

maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui 

lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan 

syariah sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.
57

 

2. Hasil Keputusan Fatwa Lembaga Bahsul 

Masail Nahdlatu Ulama (LBM-NU) tentang 

BPJS Kesehatan 

Keputusan Muktamar Nahdlatu Ulama 

Ke-33 dilaksanakan di jombang pada tanggal 1-5 

agustus 2015/16-20 Syawal 1436 H, 

mengemukakan bahwa BPJS kesehatan adalah 

badan hukum dibentuk de ngan undang-undang 

untuk menyelenggarakan program jaminan sosial 

yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk 

                                                             
57 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI, No: 98/DSN/MUI/XXI/2015. 



62 
 

 

 

menyelenggarakan jaminan pemeliharaan 

kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
58

 

BPJS Kesehatan bersama BPJS 

Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) 

merupakan program pemerintah dalam kesatuan 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang 

diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. 

Unruk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak 

tangga; 11 januari 2014 sedangkan BPJS 

Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 juli 

2014. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama 

Akses (Asuransi Keseahatan), yang dikeloala 

oelh PT. Akses Indonesia (Persero), namun 

sesuai dengan UU No. 24 tahun 2011 tentang 

BPJS PT Akses Indonesia berubah menjadi BPJS 

Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.
59

 

Apapun azas asuransi BPJS adalah 

kemanusaian. Manfaat dan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Dengan prinsip nirbala, 

keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, 

portabilitas, kepesertaan wajib dan dana amanat. 

Dan program-programnya, meliputi jaminan 

kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan 

hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. 

                                                             
58 hhtp;//muktmarnu.or.id/category/komisi. Diakses pada 

tanggal 12 April 2022 
59 Sarmidi Husna dan Muhammad Yunus, Hasil-hasil 

Muktmar Ke 33 NU, (Jakarta: Lembaga Ta‘lif Wan Nasyr PBNU, 

2016) 115. 
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Setiap warga negara Indonesia dan warga asing 

yang sudah berdiam di Indonesai selama 

minimal enam bulan wajib menjadi anggota 

BPJS. Ini sesuai Pasal 14 UU BPJS. Setiap 

perusahaan mendaftarkan pekerjanya sebagai 

anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga 

yang tidak bekerja pada perusahaan wajib 

mendaftrakan diri dan anggota keluarganya pada 

BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran 

yang besarnya ditentukan kemudian, sedangkan 

bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung 

pemerintah melalui program bantuan iuran. BPJS 

berwewenag menempatkan dana jaminan sosial 

untuk investasi dana alokasi di berbagai lini, 

diantaranya saham bursa efek, real estate, tanah, 

bangunan dan lokasi investasi lainnya.
60

  

Mengenai penerapan denda keterlabatan 

pada BPJS Kesehatan menghasilkan keputusan 

sebagai berikut: 

a. Selama ini dana BPJS Kesehatan disetorkan 

di bank konvensional, dalam Keputusan 

Munas Alim Ulama di Bandar Lampung 

Pada Tanggal 16-20 Rajab 1412 H/21-25 

Januari 1992 M telah diputuskan bahwa 

menurut Nahdlatul Ulama hukum bank 

                                                             
60 Sarmidi Husna dan Muhammad Yunus, Hasil-hasil 

Muktamar Ke 33 NU, (Jakarta: Lembaga Ta‘lif Wan Nasyr PBNU, 

2016) 116. 
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konvensional adalah khilaf: halal, mubah, 

syubhat. 

b. BPJS seuai dengan konsep syariat Islam dan 

masuk dalam aqad ta‟awun. 

c. Pemerintah boleh mewajibkan kepada semua 

warga Negara mengikuti program BPJS, 

dengan catatan bagi yang msikin biaya 

ditanggung oleh pemerintah. 

d. Boleh dikenakan denda atas keterlambatan 

membayar iuran bagi yang mampu 

membayar  

e. Pada dasarnya investasi diperbolehkan demi 

memenuhi kebutuhan danan dan kesehatan, 

namun jika investasi pada sektor yang jelas 

haramnya atau masih diragukan kehalalnya 

maka hukumnya haram.
61

 

Dasar Hukum yang digunakan Muktamar Nahdlatul 

Ulama Ke-33 adalah: 

1. Qur‘an Surat Al-Maidah [5]: 2: 

   ٌِ ا َٔ انْعُدْ َٔ َُٕا لَهَٗ اْلِإثْىِ  َٔ لَرَعَب َٔ  ٖ َٕ انز مْ َٔ َُٕا لَهَٗ انْجسِِّ  َٔ رَعَب َٔ  . .

(5/2)انًبئدح:  . … 

Artinya: ― dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) leabjikan dan taqwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat 

                                                             
61 Sarmidi Husna dan Muhammad Yunus, Hasil-hasil 

Muktamar Ke 33 NU, (Jakarta: Lembaga Ta‘lif Wan Nasyr PBNU, 

2016) 117. 
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dosa dan pelanggaran‖. (QS. Al-

Maidah [5]: 2). 

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan 

Muslim: 

ٌِ بْ  ا ًَ َٔ سَهَىَ عٍَ انُُّعْ  ِّ ْٛ  ٍِ بَشِٛرٍقَ لَ: لاَلَ رَسُٕ لُ اللهِ صَهٗ  اللهُ عَهَ

 َٕ تَ َٔ ِْىْ  ادِّ  َٕ ٍَ فِٙ تَ ؤْ يُِِٛ ًُ ِٓىْ :)يَثمَُ انْ تَعَاطفُِ َٔ ِٓىْ  ًِ تَرَاحُ َٔ ِْىْ  ادِ 

ٌٕ تَذَاعَٗ نَُّ سَائِرُانْجَسَذِ مُ انْجَسَذِ؛ إرَِا اشْتَكَٗ يَثَ  ُُّْ عُضْ يِ

 ٗ ً انْحُ َٔ َٓرِ   (.باِنس 

Artinya: ―Perempuan kaum mukminin dalam 

cinta-mencintai, sayang-menyayangi 

dan bahu-membahu, seperti satu tubuh. 

Anngota tubuhnya sakit, maka seluruh 

anggota tubuhnya yang lain ikut 

merasakan sakit juga, dengan tidak bisa 

tidur dan demam‖.
62

 

3. Tafsir Al-Baghawi: 

لٛم: انبر يتابعت الأير، ٔانتمٕٖ   انت مْٕٖعَمَ انْبرِِّ  } َٔ } أ٘ : نٛعٍٛ بعضكى  

}بعضا، َُٕا  َٔ تَعَا َٔ } 

}لٛم:الإثى: انْ  َٔ َُٕا عَمَ الإثْى  َٔ لاتَعَا َٔ َٔ ٌِ عذُْ ا } يجاَبت انُٓٙ ٔلٛم :انبر  

 :الإسلاو، ٔانتمٕٖ: انسُت،

ٔاٌ :انبذعت.انكفر، ٔانعذٔاٌ  :انظهى، ز لٛم :الإثى :انًعصٛت، ٔانعذ  

Artinya: ―Dan tolong-menolonglah‖ atau: untuk 

menganjurkan kamu dari sebagian 

lainnya, ―dalam mengerjakan kebajikan 

dan taqwa‖ dikatakan: kebaikan itu 

mengikuti apa yang diperintahkan (oleh 

                                                             
62Shahih. HR al-Bukhari (no. 6011), Muslim (no.2586) dan 

Ahmad (IV/270), dari Sahabat an-Nu‘man bin Basyir Radhiyallahu 

‗anhu, lafazh ini milik Muslim. 
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Allah dan Rasulnya), dikatakan: 

kebaikan itu adalah Islam, sedangkan 

taqwa adalah Al-Sunnah. ―Dan jangan 

tolong menolong dalam berbuat dosa 

dan pelanggaran‖ dikatakan: dosa 

merupakan kefurukan dan pelanggaran 

adalah mengada-ada.‖ 
63

 

4. Kitab Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh: 

:5/402انفمٕ الإسلايٕٛأدنتت:  

َٙ انتعأَٙ: فٕٓ أٌ ٚتفك عذة أشخاص عهٗ أٌ ٚذفع  أيا انتأي

يعُٛاً، نتعٕ ٚض الأضرارانتٙ لذ تصٛب أحذىى كم يُٓى اشتراكاً 

. ٔىٕلهٛم انتطبٛك فٙ انٛاة انًهٛت. َٙ  إد تحمك خطر يع

Artinya: ―Adapun asuransi tolong menolong 

(kooperatif) adalah beberapa orang 

sepakat agar masing-masing dari mereka 

membayar saham uang dalam jumlah 

tertentu dengan tujuan untuk 

memberikan kompensi bagi anggota 

yang terkena musibah tertentu asuransi 

semacam ini secara praktik jarang 

digunakan.‖ 
64

 

Berdasarkan hal ini, maka berdirilah berbagai 

perusahaan–perusahaan asuransi kooperatif di Sudan 

dan di negara lain. Kemudian ternyata perusahaan-

perusahaan asuransi kooperatif itu terbukti mampu 

                                                             
63Imam Husain bin Mas‘ud Al-Baghawi, Ma‘alimut Tanzil 

(Tafsir al-Baghawi), Jilid II, Kairo: Daar Tabiah li al—Nasyr wa al-

Tauzi‘, 1997), 90. 
64Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh, 

(Damasqus: Dar al-Fikri, 2003), 203. 
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menunjukkan kesuksesan kerja dan tugas-tugasnya, 

meskipun berbagai pakar hukum konvensi onal 

menilainya sebagai perusahaan asuransi 

konservatif.
65

 

B. Keabsahan Akad Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial  

Keabsahan suatu akad dapat dikatakan 

sahnya suatu akad apabila memenuhi syarat akad 

tambahan seprti yang penulis jelaskan pada bab 

sebelumnya, akan tetapi ia belum dipandang syah 

jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang 

terkait dengan rukun-rukun akad, yaitu: 

1. Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara 

bebas. Maka jika pernyataan kehendak tersebut 

dilakukan dengan terpaksa, maka akad dianggap 

fasid. 

2. Penyerahan objek tidak menimbulkan madlarat 

(merugikan). 

3. Bebas dari ghahar, adalah adanya tipuan yang 

dilakukan oleh parah pihak yang berakad. 

4. Bebas dari riba. 

Dari keempat syarat keabsahan tersebut akan 

menentukan syah tidaknya seebuah akad. Apabila 

sebuah akad tidak memenuhi empat syart tersebut, 

meskipun rukun dan syarat in‘inqad sudah terpenuhi, 

akad tidak syah dan disebut akad fasid.  

                                                             
65Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh, 

(Damasqus: Dar al-Fikri, 2003), 209. 
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Dijelaskan juga dalam kaidah fikih yang 

khusus dibidang muamalah antara lain sebagai 

berikut: 

َٓا ِٚ ْٛمٌ عَهَٗ تَحْرِ ٌْ  َٚذُل  دَنِ عَا يَهَتِ الِإباَحَتُ إلا  اَ ًُ  الأصََمُ فِٙ ان

Arinya : ―Hukum asal dalam semua bentuk 

muamalah adalah boleh dilakukan kecuali 

ada dalil yang mengaharamkannya‖ 

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa setiap 

muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, 

seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama 

(mudharabah dan musyarakah), perwakilan dan lain-

lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti 

yang mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan 

riba.
66

 

َتَِ مْذِ رِ صْمُ فِٙ انعَ الأَ  َٔ  ٍِ ْٚ تعََالِذَ ًُ ْٛخَتُُّ يَا إِنتسََيَا ُِ باِنت عَالذُِ صَٗ ان  

Artinya: ―Hukum asal dalam transaksi adalah 

keridhaan kedua belah pihak yang 

berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya 

yang diakadkan‖ 

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan 

prinsip. Oleh karena itu. Transaksi barulah sah 

apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah 

pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila salah 

satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau 

juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad 

sudah meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak 

                                                             
66 A. Djazuli, kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah Hukum 

Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis (Jakarta: 

Kencana. 2017) 131 
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merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka 

akad tersebut bisa batal.
67

 Contohnya seperti 

pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh 

penjual karena barangnya terdapat cacat. 

Jadi dapat dipahami dari kedua kaidah 

tersebut bahwasanya sah atau tidaknya suatu akad 

tergantung pada akad itu sendiri, kesepakatan kedua 

belah pihak apakah mengandung kemudharatan dan 

mengandung unsur riba atau tidaknya. Jika dilihat 

dari kedua lembaga fatwa tersebut telah sepakat 

bahwasannya akad yang dipakai adalah akad 

ta‟awun (tolong-menolong), akan tetapi DSN-MUI 

lebih detail membahas mengenai akad ini. 

Maka dapat disimpulkan dari hasil ketetapan 

kedua lembaga fatwa tersebut, LBM-NU dalam 

fatwanya menjelaskan BPJS sudah sesuai dengan 

dengan syariat islam dan masuk kedalam akad 

ta‘awun dan status hukumnya menjadi mubah. 

Sedangkan DSN-MUI dalam fatwanya menjelaskan 

tidak sesuai dengan prinsip syariah karena 

mengandung unsur riba dan gharar, jadi keabsahan 

akad dari DSN-MUI dapat disbut akad fasid (akad 

yang memenuhi persyaratan dan rukun, tetapi 

dilarang syara‘) dan status hukumnya menjadi 

syubhat. 

                                                             
67

 A. Djazuli, kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah Hukum Islam 

dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis (Jakarta: 

Kencana. 2017) 132 
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C. Metode Penetapan Fatwa DSN-MUI dan LBM-

NU 

1. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI) 

Metode penetapan fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

tentang Pedoman Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan Syariah dimulai dari dasar-dasar 

penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua 

pasal 2 yang berbunyi: 

a. Setiap keputusan Fatwa harus mempunyai 

dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang 

Mu‟tabarah, serta tidak bertentangan dengan 

kemaslahatan umat. 

b. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan 

Sunnah Rasul sebgaimana ditentukan pada 

Pasal 2 Ayat 1, keputusan Fatwa hendaknya 

tidka bertentangan dengan Ijma‟, Qiyas, dan 

Mu‟tabar dan dalil-dalil hukum yang lain. 

Seperti Istihsan, Masalih, dan Saddu al-

Zdhari‟ah.  

c. Sebelum mengambil keputusan Fatwa 

hendaklah tidak ditinjau pendapatat-pendapat 

para dalil-dalil hukum maupun yang 

berhubungan dengan dalil yang dipergunakan 

oleh pihak yang berbeda pendapat. 
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d. Pandangan tenaga ahli dalam bidang msalah 

yang akan diambil Keputusan Fatwanya, 

dipertimbangkan.
68

  

2. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama 

(LBM-NU) 

Dalam memutuskan sebuah hukum, 

sebagaimana ddimaklumi, Nahdlatul Ulama 

mempunyai sebuah forum yang dinamakan 

Bahthul Masail yang dikordinasikan oleh 

lembaga legislatif. Forum ini bertugas 

mengambil keputusan tentang hukum-hukum 

Islam. Bahthul Masail Muktamar NU Ke-33 

dalam hal ini mebahas mengenai hukum asurasi 

BPJS Kesehatan yang dilaksanakan di Jombang 

pada tanggal 1-5 agustus 2015/16-20 Syawal 

1436 H. proses Istinbat Bahthul Masail 

Muktamar Nu Ke-33 mengenai hukum BPJS 

Kesehatan adalah sebagai berikut: 

a. Masalah dibahas di dalam Lajnah Bahthul 

Masail yang dihadiri ulama, anggota Syuriah 

dan para pengasuh pondok pesantren yang 

tidak ada di dalam naungan Nahdlatul 

Ulama. 

b. Semua anggota yang hadir telah 

mempersiapkan pendapat dan rujukan dalil. 

Pada umumnya mengikuti rujukan Imam 

                                                             
68 Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. U-596/MUI/1997, 

Pasal 2. 
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Syafi‘I karena mazhab ini paling banyak 

diikuti. Jika pendapat imam Syafi‘i tidak 

tersedia maka mengambil rujukan lain yang 

masih dalam ruang lingkup empat mazhab. 

Yaitu: Syafi‘I. Maliki, Hambali, dan Hanafi.  

c. Dalam kasus dicukupi oleh adanya kasus 

dalam mu‟tabarah kitab dan disana terdapat 

satu qaul maka, dipakai qaul sebagaimana 

yang diterangkan dalam kitab mu‟tabarah. 

d. Proses pemilihan salah satu pendapat 

dilakukan dengan cara mengambil pendapat 

yang lebih maslahat atau yang lebih rajih 

(kuat). 

e. Analisa hukum (fatwa tentang suatu kasus) 

setelah mempertimbangkan latar belakang 

dan dampaknya di segala bidang keputusan 

ini mempertimbangkan: 

1) Status hukum 

2) Dasar dari ajaran ahlu as-sunnah wa al-

jama‟ah 

3) Hukum positif (hukum negara yang 

berlaku saat ini). 

f. Setelah itu dapat menghasilkan keputusan 

yaitu dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Mengandung unsur diktur putusan yang 

bisa dipahami dan dituju secara langsung 

oleh orang awam. 
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2) Setiap keputusan sedapat mungkin 

dengan analisis masalah yang 

menerangkan rincian persoalan dan 

pemecahan dengan bobot ilmiah yang 

memadai.
69

 

 

D. Persamaan dan Perbedaan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama 

(LBM-NU) tentang BPJS Kesehatan  

1. Persamaan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan  

2. Lembaga Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama 

(LBM-NU) Tentang BPJS  

Berdasarkan hasil Keputusan Fatwa DSN-

MUI tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 

tentang BPJS memiliki persamaan mengenai 

dasar penetapan yang digunakan oleh keduanya 

yaitu firman Allah dalam Al-Qur‘an surat Al-

Ma‘idah ayat 2 yaitu yang berbunyi: 

ْٓسَ انْحَسَاو  لَ انش  َٔ ٍَ ءَايَُُٕا لرَحُِه ٕا شَعَبئسَِ اللِ  ٚبَأَٚ ٓبَ ان رِٚ

لَ انْملَائَِدَ ََٜ  َٔ  َٖ لَ انْٓدَْ َٔ   ٌَ ْٛذَ انْحَسَاوَ ٚجَْزغَُٕ ٍَ انْجَ ٛ ءَآيِّ

لَ  َٔ إِذَا حَههَْزىُْ فبَصْطبَدُٔا  َٔ اَبً  َٕ زِضْ َٔ ِٓىْ  ثِّ ٍ ز  فضَْلاً يِّ

ضْجِدِ انْحَسَاوِ أٌَ ٚجَْسِيَُ   ًَ ٍِ انْ ٔكُىْ لَ وٍ أٌَ صَد  ْٕ ٌُ لَ كُىْ شَُئَبَ

َُٕا لَهَٗ اْلِإثْىِ  َٔ لرَعََب َٔ  ٖ َٕ انز مْ َٔ َُٕا لَهَٗ انْجسِِّ  َٔ رعََب َٔ رعَْزدَُٔا 

                                                             
69 Busyairi Harits, Islam NU, (Khalista: Surabaya, 2010), 36. 
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ٌ  اللَ شَدِٚدُ انْعِمبَةِ  ار مُٕا اللَ إِ َٔ  ٌِ ا َٔ انْعُدْ (   5/2)انًبئدح:  َٔ

                  

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu melanggar shi‟ar-

shi;ar Allah, dan jangan melanggar 

kehormatan bulan-bulan haram. Dan 

jangan (mengganggu) binaatang-

binatang had-nya, dan binatang-

binatang qalaid, dan jangan (pula) 

mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi Baitullah sedang mereka 

mencari karunia dan keridaan dari 

Tuhannya dan apabila kamu telah 

menyelesaikan ibadah haji, maka 

bolehlah berburu, dan janganlah 

sekali-kali kebencian(mu) kepada 

sesuatu kaum karena mereka 

menghalang-halangi kamu dari 

Masjidil Haram, mendorongmu 

berbuat aniaya (kepada mereka) dan 

tolong menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan taqwa, 

dan jangan tolong-menolonglah dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran.Dan 

bertaqwalah kamu kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Amat berat siksa-

Nya. (QS. Al-Ma‟idah [5]: 2). 
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  Dari dasar hukum di atas dikemukan 

dalam muktamar NU Ke-33 dalam hasil 

keputusannya tentang konsep hukum asuransi 

BPJS Kesehatan bahwa BPJS kesehatan termasuk 

kedalam akad ta‘awun yang merupakan konsep 

tolong menolong dalam kebaikan dan 

ketaqwaan.
70

 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh 

DSN-MUI dalam fatwa No.98/DSN-

MUI/XII/2015 Tentang Pedemoan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan Syariah, antara lain: 

a. Ijma Ulama 

Adapun dalil ijma adalah 

sesungguhnya kaum muslimin di setiap 

tempat dan waktu telah bersepakat untuk 

saling tolong-menolong, menanggung, 

menjamin dan mereka bersepakat untuk 

melindungi orang-orang yang lelah, menolong 

orang-orang yang terdzalimi dan membantu 

orang-orang yang teraniaya.
71

 

b. Dalil Aqli 

Adapun dalil aqli untuk sistem jaminan 

sosial adalah telah diketahui besama bahwa 

masyrakat yang berpedoman pada asas  

individunya saling menjamin satu sama lain, 

                                                             
70Sarmidi Husna dan Muhammad Yunus, Hasil-hasil Muktmar  

Ke 33 NU, (Jakarta: Lembaga Ta‘lif Wan Nasyr PBNU, 2016) 117. 
71Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI, No: 98/DSN/MUI/XXI/2015. 
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dan wilayahnya merasakan kecintaan, 

persaudaraan serta mendahulukan 

kepentingan orang lain, maka hal tersebut 

membentuk masyarakat yang kokoh, kuat dan 

tidak terpengaruh oleh goncangan-goncangan 

yang terjadi.
72

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

antara Hasil Keputusan Fatwa DS N-MUI 

Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggara 

Jaminan Soasial Kesehatan Syariah dan 

Muktamar NU Ke-33 tentang Asuransi BPJS 

Kesehatan memiiki persamaan yaitu: 

1) Merujuk pada al-qur‘an surat al-Maidah 

ayat 2. 

2) Merujuk pada kitab mu‟tabarah dan Sahih 

Muslim 

3) Membuat keputusan bahwa BPJS 

Kesehatan menggunakan konsep tolong-

menolong. 

Dari hasil dari kedua fatwa tersebut 

menyebutkan bahwasannya akad yang dipakai 

adalah akad ta‘awun, akan tetapi di fatwa DSN-

MUI mebahasa tentang akad lebih detail. 

 

 

                                                             
72Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI, No: 98/DSN/MUI/XXI/2015. 
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3. Perbedaan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan 

Lembaga Bahstul Masail Nahdhatul Ulama 

(LBM-NU) tentang BPJS 

Selain memiliki persamaan, Fatwa DSN-MUI 

tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan Stariah dan Muktamar 

NU Ke-33 tentang Asuransi BPJS juga terdapat 

beberapa perbedaan yaitu: 

1. Kesesuaian konsep praktik BPJS Kesehatan 

dengan prinsip syariah 

Menurut Fatwa DSN-MUI 

penyelenggaran jaminan sosial oleh BPJS 

terdapat beberapa penyimpangan dari sisi 

Hukum Islam diantaranya penampungan DJS 

pada bank kovensional yang status hukumnya 

masih khilaf serta dalam pengelolaan dana 

oleh BPJS Kesehatan tidak ada pemisahan 

dana tabarru dengan dana bukan tabarru. 

Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa DSN-MUI berharap kedepannya 

pemerintah mebentuk BPJS kesehatan 

Syari‘ah yang menerapkan model asuransi 

syariah dan dalam operasionalnya diawasi 

oleh Badan Pengawas Syari‘ah (BPS) oleh 

Dewan Syari‘ah Nasional (DSN). 

Sedangkan dalam keputusan Muktamar 

NU Ke-33 disebutkan bahwa BPJS sesuai 
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dengan syariat Islam dan masuk dalam akad 

ta‟awun. Yang didasarkan pada kitab al-Fiqh 

al-Islani Wa Adillatuh karangan Wahab 

Zuhaili yang artinya: 

―Adapun asuransi tolong-menolong (ta‘awun) 

adalah beberapa orang sepakat agar masing-

masing dari mereka membayar saham uang 

dalam jumlah tertentu dengan tujuan untuk 

memberi kompensasi bag anggota yang 

terkena musibahtertentu‖
73

 

Dari pernyataan tersebut dapat 

diketehaui bahwa menurut Muktamar Ke-33 

NU hukum denda dalam BPJS Kesehatan 

(ta‟awun) adalah boleh dalam Islam, karena 

denda kesehtan dalam BPJS Kesehatan ini 

termausk kategori sumbangan, dan juga 

termasuk dalam kategori tolong-menolong 

dalam hal kebaikan.
74

 

2. Penetapan hukum mengenai penerapan denda 

oleh pemerintah kepada peserta atas 

keterlambatan membayar iuran BPJS 

Kesehatan. 

Menurut hasil keputusan Fatwa DSN-

MUI peneyelenggaraan jaminan sosial oleh 

BPJS, dalam prakteknya masih mengandung 

                                                             
73Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh, 

(Damasquas: Dar al-Fikri, 2003), 203. 
74Sarmidi Husna dan Muhammad Yunus, Hasil-hasil Muktmar 

Ke 33 NU, (Jakarta: Lembaga Ta‘lif Wan Nasyr PBNU, 2016) 117. 
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maisir, dan gharar, sehingga menurut analisis 

penulis hukumnya jadi syubhat. Tentan denda 

tersebut dasar hukum yang digunakan adalah 

Fatwa DSN-MUI No. 43 Tentang ta‟wid, 

dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa
75

: 

―Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pipah 

yang dengan sengaja atau karena kelalaian 

melakukan sesuatu yang menyimpang dari 

ketentuan akad dan menimbulkan kerugian 

pada BPJS Kesehatan‖ 

Hal ini menunjukan bahwa dalam 

BPJS Kesehatan ganti rugi atau denda hanya 

boleh diterapkan jika menimbulkan kerugian 

pada pihak lain. Selain itu hasil keputusan 

MUI menggunakan dasar hukum dalam fatwa 

DSN-MUI No. 21 tentang pedoman Asuransi 

Syari‘ah yang menjelaskan pada bagian 

pertama ketentuan umum yaitu: 

―Asuransi Syari‘ah (ta;min, takaful, atau 

tadhamun) adalah usaha saling melindungi 

dan tolong-menolong diantara sejumlah 

orang/pihak melalui investasi dalam bentuk 

asset dan atau tabarru‟ yang memberikan pola 

pengembalian untuk menghadapi resiko 

                                                             
75 Fatwa DSN-MUI No. 43 tentang ta‘wid. 2 
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tertentu melalui akad
76

 (perikatan) yang sesuai 

dengan syari‘ah‖ 

Pada ayat 2 juga disebutkan bahwa: 

―Akad yang sesuai dengan syar‘iah dalam 

ayat (1) adalah yang tidak mengandung 

gharar (Penipuan), maysir (perjudian), riba, 

zhulm (penganiayaan), rishwah (suap), barang 

haram dan maksiat.‖
77

  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

denda atas keterlambatan pembayaran BPJS 

Kesehatan menurut fatwa DSN-MUI adalah 

tidak sesuai ddengan prinsip syariah 

dikarenakan ketetapan denda 2% yang 

merupakan tambahan akibat saksi 

administratif, dan mengandung unsur gharar 

dikarenakan tidak dijelaskan mengenai fungsi 

denda tersebut dan mengenai penggunaan 

dana denda tersebut serta kerugian yang akan 

ditimbulkan jika peserta terlambat membayar 

iuran BPJS Kesehatan. 

Sedangkan menurut Muktamar NU 

Ke-33 penerapan denda oleh pemerintah 

kepada peserta BPJS Kesehatan atas 

keterlambatan pembayaran iuran adalah boleh 

                                                             
76Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI, No: 98/DSN/MUI/XXI/2015. 
77 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI, No: 98/DSN/MUI/XXI/2015. 
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bagi yang mampu membayar dengan dasar 

hukum hadits riwayat Bukhari dan Muslim: 

ٍِ بَشِٛرٍقَ لَ: لاَلَ رَسُٕ لُ اللهِ صَهٗ  اللهُ عَهَْٛ  ٌِ بْ ا ًَ َٔ عٍَ انُُّعْ  ِّ

ِٓىْ  ًِ تَرَاحُ َٔ ِْىْ  ادِ  َٕ تَ َٔ ِْىْ  ادِّ  َٕ ٍَ فِٙ تَ ؤْ يُِِٛ ًُ سَهَىَ :)يَثمَُ انْ

ٌٕ تَذَاعَٗ نَُّ  ُُّْ عُضْ ِٓىْ يَثمَُ انْجَسَذِ؛ إرَِا اشْتَكَٗ يِ تَعَاطفُِ َٔ

.) ٗ ً انْحُ َٔ َٓرِ  سَائِرُانْجَسَذِ باِنس 

Artinya: ―Perempuan kaum mukminin dalam 

cinta-mencintai, saying-menyayangi 

dan bahu-membahu, seperti satu 

tubuh. Jika salah satu anggota 

tubuhnya sakit, maka seluruh 

anggota tubuhnya yang lain ikut 

merasakan sakit juga, dengan tidak 

bisa tidur dan demam‖.
78

 

Dari hadits tersebut dapat diketahui 

bahwa penerapan denda tersebut dimaksudkan 

agar setiap peserta dapat membayar iuran 

tepat waktunya, sehingga apabila salah satu 

anggota merasakan sakit, maka seluruh 

anggota lainya juga merasakan hal yang sama, 

sehingga diperbolehkan bagi yang mampu 

membayar. 

Maka dari itu dapat diambil 

kesimpulan oleh peneliti perbedaan anatara 

hasil Keputusan Fatwa MUI Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyelenggaran Jaminan 

                                                             
78 Shahih. HR al-Bukhari (no. 6011), Muslim (no.2586) dan 

Ahmad (IV/270), dari Sahabat an-Nu‘man bin Basyir Radhiyallahu 

‗anhu, lafazh ini milik Muslim. 
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Sosial Kesehatan Syari‘ah dan Muktmar NU 

Ke-33 Tentang BPJS kesehatan adalah: 

a. Kesesuai konsep dan praktik BPJS 

Kesehatan dengan prinsip syari‘ah Islam 

Menurut Fatwa DSN-MUI, pengelolaan 

dana oleh BPJS Kesehatan tidak ada 

pemisahan dana tabbaru dan bukan dana 

tabbaru. Sedangkan menurut Muktamar 

NU Ke-33 sesuai dengan syariat Islam. 

b. Penetapan hukum mengenai penerapan 

denda oleh pemerintah kepada peserta atas 

keterlambatan membayar iuran BPJS 

kesehatan 

Menurut Fatwa DSN-MUI denda atas 

keterlambatan pembayaran iuran BPJS 

dalam prakteknya masih mengandung 

unsur maisir, dan gharar, sehingga 

hukumnya jatuh jadi syubhat. Sedangkan 

menurut Keputusan Muktamar NU Ke-33 

penerapan denda atas keterlambatan 

pembayaran iuran BPJS diperbolehkan 

bagi mampu membayar. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari uraian yang telah penulis paparkan 

mengenai Keabsahan Akad BPJS Menurut Fatwa 

DSN-MUI dan LBM-NU, penulis menarik 

keseimpulan menjadi beberapa point penting yang 

menjadi inti dari pembahasan skripsi ini. 

1. Keabsahan akad dari kedua lembaga fatwa 

tersebut sama-sama memakai akad ta‘awun yang 

membedakan DSN-MUI lebih detail membahs 

mengenai akad, dan status hukum dari kedua 

fatwa tersebut berbeda, LBM-NU mengatakan 

sudah sesuai syariat dan hukumnya mubah, 

sedangkan DSN MUI mengatakan BPJS masih 

mengandung gharar dan riba sehingga status 

hukumnya menjadi syubhat. 

2. Metode yang dipakai oleh DSN-MUI adalah 

metode Ijtima‘ hukum yang bersumber dari 5 

sumber hukum yaitu, AL-Qur‟an, Hadits, Ijma‟, 

qiyas, dan Istihsan. Sedangkan LBM-NU 

memakai metode Istinbat hukum Qauly, Ilhaqy, 

dan Manhaji. 

3. Persamaan tentang mengenai hukum BPJS 

khususnya mengenai konsep BPJS kesehatan 

yaitu membuat keputusan BPJS Kesehatan 

menggunnakan konsep tolong menolong dan 
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akad ta‘awun. Sedangkan perbedaan mengenai 

hukum BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut: 

Menurut Fatwa DSN-MUI, pengelolaan 

dana oleh BPJS Kesehatan tidak ada pemisahan 

dana tabarru dan bukan tabarru. Sedangkan 

menurut Muktamar NU Ke-33 sudah sesuai 

dengan Syariat Islam. 

Menurut Fatwa DSN-MUI denda atas 

keterlambatan iuran BPJS dalam prakteknya 

masih mengandung unsur maisir dan gharar, 

sehingga hukumnya jatuh jadi syubhat. 

Sedangkan menurut Keputusan Muktamar NU 

KE-33 penerapan atas keterlambatan 

pembayaran iuran BPJS diperbolehkan bagi yang 

mampu membayar dan hukumnya menjadi 

mubah. 

B. Saran 

Dari Pembahasan yang telah penulis uraikan 

maka dapat dikemukakan saran dari hasil penelitian 

yaitu : 

1. Langkah yang harus diambil pemerintah dan 

pengelola BPJS Kesehatan adalah membuka 

dialog dengan MUI untuk memberi masukan 

komprehensif sehingga komisi fatwa MUI bisa 

mendapatkan informasi langsung dari BPJS 

terhadap bahan kajiannya untuk dilakukan 

tabayyun (cek dan ricek) soal BPJS Kesehatan. 

Kalaupun MUI tetap menyarankan sistem syariah, 
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tentu akan lebih mudah mengonversinya ke 

sistem BPJS syariah apabila sudah terjalin dialog 

sebelumnya. 

2. Bagi pemerintah diharapkan dapat memperbaiki 

sistem konvensional menjadi sistem BPJS 

Kesehatan yang syariah. 

3. Kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan 

lagi mutu pelayanan yang baik terhadap seluruh 

masyarakat Indonesia secara adil dan tidak 

membeda-bedakan antara pihak yang satu dengan 

pihak yang lainnya. 

 

  



86 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Al-Qur’an 

B. Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan sosial 

Undang-undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sistem 

Kesehatan Nasional 

 

C. Buku 

Fuad, Munir. 2018, Metode Riset penelitian: Pendekatan teori 

dan konsep, Depok: Rajawali Pers. 

Madaniy A. Malik, 2010, Politik Berpayung Fiqh, 

Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 

Tuti Rastuti, 2011,Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, 

Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. 

Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian 

Hukum Normatif dan Empiris, Depok: Prenada Media 

Group. 

Ismail Nurdin dan Sri Hartati, Metodelogi Penelitian Sosial, 

(Surabaya: Media Sahabat Cendekia) 

Hardan, dkk, 2020, Metode Penelitian Kualitatif dan 

Kuantitatif, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu. 

Sandu Siyoto dan Ali Sodik, 2015, Dasar Metodelogi 

Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 

Saifuddin Azwar, 1998, Metode Penelitian, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 

Zainuddin Ali, 2016, Metode Pendekatan Hukum, Jakarta: 

Sinar Grafika. 

Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer (Depok: 

Rajawali Pers, 2018) 

Kementrian Kesehatan RI, 2013, Buku Saku FAQ BPJS 

Kesehatan, Jakarta: Kemenkes RI. 

Rohadi Abdul Fatah, 1991, Analisis Fatwa Keagamaan Dalam 

Fiqh Islam, Jakarta: Bumi Aksara. 



87 
 

 

Quraish Shihab, 2013 Al-Quran; Fungsi Dan Peran Wahyu 

Dalam Masyarakat, Bandung: Mizan. 

Amirudin, dan H.zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode 

Penelitian Hukum , Jakarta: PT Raja Grfindo Persada 

Suharmi, arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan, 

Praktek , Jakarta, AdiMahasty 

Muhammad Syakir Sula, 2014, Asuransi Syariah (life and 

general): Konsep dan Sistem Operasional, Jakarta: 

Gema Insani 

M. Yazid Afandi, M.Ag, 2009, Fiqh Muamalah Yogyakarta: 

Logung Pustaka 

Muslim bin Ḥajjaj al-Qusyairi al-Naisābūri, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 

2, 1242. 

Ahkamul Fuqaha‘ 2011, Solusi Problematika Aktual Hukum 

Islam Keputusan Mukhtamar, munas, Konbes 

Nahdlatul Ulama‟ (1926-2010), Surabaya: Khalista. 

Ahmad Wardi Muslich, 2015, Fiqh Muamalah, Jakarta: 

Amzah. 

M. Yazid Afandi, M.Ag, 2009, Fiqh Muamalah. Yogyakarta: 

Logung Pustaka. 

Filu Murwati Santoso Putri, 2014, Gambaran Model 

Penyelesaian Ketidakpuasan Pelayanan Kesehatan 

BPJS. Jurnal UMS, No. 01. 

Keputusan Komisi B2 Masail, 2015, Fiqiyyah Mu‟ashirah 

Ijtimak‟ Ulama Fatwa Se indonesiaa V Tahun. 

Sarmidi Husna dan Muhammad Yunus, 2016, Hasil-hasil 

Muktmar Ke 33 NU, Jakarta: Lembaga Ta‘lif Wan 

Nasyr PBNU 

Ibnu Rajjab al-Hanbali, 2001, jami‟ al-Ulum wa al-Hukmi, Juz 

II, t.tp: Muassisah al-Risalah. 

Muhammad bin Ahmad bin Sahal al-Sarhasiy, 1989,  Al-

Mubsith, Juz 15, t.tp: Dar al-ma‘rifah. 

Ali bin ‗Umar Daraqutni, 1980, Sunan al-Daraqutni, Juz 4, 

Beirut: Dar al-mahasin lil-Tiba‘. 



88 
 

 

Imam Syaukani, 2013, Nailul Authar, Juz 5, Riyadh: Bait 

Afkar al-Dauliyah. 

Shahih. HR al-Bukhari (no. 6011), Muslim (no.2586) dan 

Ahmad (IV/270), dari Sahabat an-Nu‘man bin Basyir 

Radhiyallahu ‗anhu, lafazh ini milik Muslim. 

Djazuli A, 2017, kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah Hukum 

Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang 

praktis. Jakarta: Kencana. 

Imam Husain bin Mas‘ud Al-Baghawi, 1997, Ma‟alimut 

Tanzil (Tafsir al-Baghawi), Jilid II, Kairo: Daar Tabiah 

li al-Nasyr wa al-Tauzi‘. 

 

Wahbah Zuhaili, 2013, al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh, 

Damasquas: Dar al-Fikri 

 

D.   Jurnal 

Mubarak Islahuddin Ramadhan, Herman Sulfikli dan Saputra 

Rahmat,‖ Metode Istibat Dewan Syariah Islamiyah 

Dalam Menetapkan Hukum BPJS Kesehatan 

Mandiri”, Jurnal Bidang Hukum Islam, vol. 1 No. 1 

(2020) 

Muslim bin Ḥajjaj al-Qusyairi al-Naisābūri, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 

2, 1242. 

Saniah Nur, (2015) ‗‟Analis Hukum Ekonomi Syariah 

Terhadap Akad Dalam Program BPJS Kesehatan‘‘ 

Jurnal Islamic Circel, Vol. 2 NO. 1, 

Labib Mughni, (2018) ―BPJS Kesehatan dalam Perspektif 

Hukum Islam ( Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

dan Fatwa Nahdlatul Ulama)”, Jurnal Hukum Islam, 

Vol. 16  No. 2. 

Fitra Mulyawan dan Kiki Yulinda, (2021) „BPJS Menurut 

Hukum Islam ‟‟ Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol. 1 NO. 

3. 

Fuzna Elsa Ulinuha, (2014) Kepuasaan Pasien BPJS 

Terhadap Pelayanan di Unit Rawat Jalan Rumah 



89 
 

 

Sakit Permata Medika Semarang Tahun 2014, Eprint, 

NO. 01.  

Filu Murwati Santoso Putri, (2014) Gambaran Model 

Penyelesaian Ketidakpuasan Pelayanan Kesehatan 

BPJS. Jurnal UMS, No. 01. 

 

E. Skripsi 

Nirwan Jucky, 2017, ―Penerapan Kebijakan Sistem Dan Akad 

Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan Perspektif Ekonomi Islam Cabang 

Palangka Raya‖, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis Islam Institut Agma Islam Negeri. Palangka 

Raya. 

Fidmatan Kardi, 2016, “Analisi Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia Terhadap Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan”, Skripsi, Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin. Makasar.  

‗Ainiah Khurotun, 2016, Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial(BPJS) Dalam Perspektif Hukum Islam 

(Analisis Keputusan Bahs Al-masail Nahdhatul 

Ulama), Skripsi,  Institut Agama Islam Negeri, 

Purwokerto.  

Sulistryo Petrus Bambang, 2016, Hubungan Kualitas 

Pelayanan Kesehatan dengan Tingkat Kepuasan 

BPJS Di Puskesmas Delanggu Kabupaten Klaten, 

Skripsi Fakultas Keperawatan STIKES Kusuma 

Husada, Surakarta 

 

F. Artikel 

Humas, ―Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia” 

https:// www. bpjs- kesehatan. go.id/ bpjs/ index. php/ 

pages/ detail/ 2013/4 diakses pada 22 Februari 2022. 
  



 
 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

A. IDENTITAS DIRI 

1. Nama  : Adi Rahman Nasution 

2. Nim  : 1710102002 

3. Jurusan  : Perbandingan Mazhab 

4. Tempat/Tanggal Lahir: Padang Tepong, 09 Sept 1999 

5. Alamat  : Jalan Raya Desa Padang Tepong 

(Kode Post 31594) Dusun IV, 

Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten 

Empat Lawang, Sumatera Selatan, 

Indonesia. 

6. No. HP : 0823-7194-4582  

B. NAMA ORANG TUA 

1. Ayah  : Zainuddin Nasution 

2. Ibu    : Sarina 

 

C. PEKERJAAN ORANGTUA  

1. Ayah  : Petani 

2. Ibu    : Petani 

 

D. PENDIDIKAN 

 2005-2011 - SDN 1 Ulu Musi 

 2011-2014 - SMPN 1 Ulu Musi 



 
 

 

 2014-2017 - SMAN 1 Lahat 

 2017-2022 - S1 Perbandingan Mazhab UIN 

Raden Fatah Palembang. 
 

E. PENGALAMAN ORGANISASI  

 2018-2019 Ketua Bidang Advokasi dan Hukum 

Gerakan Mahasiswa Anti Narkoba (GMAN) 

 2018-2019 HMPS Perbandingan Mazhab 

 2019-2020 Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan 

Hukum 

 2019-2020 Ketua Kaderisasi Gerakan Mahasiswa 

Anti Narkoba (GMAN) 

 2019-2022 Pergerakan Mahasiswa Islam Indoensia 

(PMII) 

 2019-2021 Sekretaris Umum Mashasiswa 

Kabupaten Lahat (MAKALAH) 

 2020-2021 Ketua Umum Mahasiswa Kecamatan Ulu 

Musi 

 2020-2022 Ketua HKTI Pemuda Tani Kecamatan 

Ulu Musi 

 2021-2022 Dirjen Kementerian Advokasi dan 

Hukum DEMAU 

 2021-2023 Sekretaris Umum Ikatan Pelajar 

Nahdhatul Ulama (IPNU) Kabupaten Empat Lawang 

 2022-2023 Pengurus Komsat PMII UIN Raden 

Fatah 

 2022-2023 Ketua Cabang Himpunan Pengusaha 

Nahdiyin (HPN) Kabupaten Empat Lawang 

 2022-2025 Pengurus Wilayah Ikatan Pelajar 

Nahdlatul Ulama (IPNU) Sumatera Selatan 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Lampiran-Lampiran 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

  



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


